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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai aturan yang tertulis ditetapkan oleh penguasa untuk 

menciptakan keadilan dan membantu setiap kekurangan subjek hukum warga 

negaranya, hak asasi manusia, dan hukum yang bergerak, adalah hukum yang 

dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Agar hukum 

dapat memberikan manfaaat bagi masyarakat maka hukum harus 

mengandung moral, menjunjung tinggi etika, bukan hanya sebagai aturan 

yang baik itu tertulis dan tidak tertulis, tetapi juga dapat mengikuti dinamika 

masyarakat.1 

Praktik pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan 

narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak 

hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan 

dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana 

mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa 

pidana.2 

Kata penjara masih melekat dan selalu digunakan oleh masyarakat 

Indonesia untuk menunjukkan tempat dimana orang dijatuhi hukuman. Arti 

penjara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bangunan 

tempat mengurung orang hukuman. Penghukuman (punishment) dapat 

 
 1Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta : Teras, 2008), halaman. 108. 

 2Erina Suhestia Ningtyas dkk, “Pelaksanaan Progam Pembinaan Narapidana Pada 

Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Jurnal 

administrasi publik (JAP), Vol. 1, No. 6, halaman. 1266. 
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diartikan sebagai “suatu bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang 

atau sekelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat”.3 

Beberapa ahli berpendapat bahwa penghukuman adalah kondisi yang harus 

ada sebagai alat kontrol sosial. menurut muladi 

Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat 

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 

hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya 

menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum 

perdata. OIeh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka 

istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam 

perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.4 

 

Di Indonesia sendiri, sejarah kepenjaraan dimulai dari periode kerja 

paksa antara tahun 1872-1905, pada periode ini di Indonesia terdapat dua 

jenis hukum pidana yaitu hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia  

dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Selanjutnya pada 

periode menjelang berlakunya “Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch - 

Indie” (KUHP 1918/1905 – 1921), pada masa ini ditandai dengan adanya 

usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang tersebar di 

mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.5 Pelaksanaan 

Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya KUHP 1918 ditandai dengan 

berlakunya Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan 

kerumahtanggaan untuk berbagai rumah pidana. 

 
 3Umar Anwar dan Rachmayanthy, Politik Hukum dan Pemasyarakatan, Rajawali Pers, 

Depok, 2021, halaman 1. 

 
4
Muladi dan Barda Nawawi arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. 

Bandung. Halaman. 33. 
 5R. Soegondo, Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia, Insania Cita 

Press, Yogyakarta, 2006, halaman 21. 
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Tahun 1962 merupakan momentum yang paling tepat istilah penjara 

sebagai tempat pembicaraan bagi pelanggar hukum diubah menjadi 

pemasyarakatan yaitu terdapat dalam pidato menteri kehakiman Sahardjo 

tepatnya pada tanggal 12 Januari 1962 yang disampaikan di Blitar ketika 

meresmikan penggunaan gedung rumah pendidikan negara yang baru selesai 

dibangun kembali. Ide gagasan pemasyarakatan dipertegas kembali oleh 

Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidatonya tentang konsepsi 

hukum nasional yang disampaikan dalam penganugrahan gelar Doktor 

Honoris Causa dari universitas Indonesia yang dihadiri presiden Republik 

Indonesia Soekarno, konsepsi hukum nasional dikembangkan oleh Sahardjo 

sebagai pohon beringin pengayoman. Pandangannya bahwa pelaksanaan 

pemasyarakatan untuk memperkenalkan narapidana dengan masyarakat 

selama menjalani pidana hilang kemerdekaan, dan kepada mereka diberikan 

edukasi dan pembinaan yang dapat memberikan manfaat ketika mereka bebas 

dari masa pidananya dan akan kembali ke masyarakat serta dapat diterima 

oleh masyarakat.6 

Dengan dicetuskan Ide pemasyarakatan oleh Sahardjo tepatnya pada  

tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa 

dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Beliau memberikan 

rumusan dari tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa 

derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing 

terpidana   agar   bertobat,   mendidik  supaya   ia  menjadi  seorang  anggota   

 
 6Ibid., halaman 3  
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masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana 

penjara adalah pemasyarakatan. Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi 

menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat 

tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para 

Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam 

rangka “retooling” dan “reshaping” dari sistem kepenjaraan yang dianggap 

tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum 

nasional yang berkepribadian Pancasila.7 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem 

peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang 

perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan pada ayat 

(2) dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai 

arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara 

terpadu. Selanjutnya pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan 

diselenggarakan untuk tujuan: 

a. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 

b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan 

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 

tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, 

bertanggung jawab,  dan  dapat  aktif  berperan  dalam   pembangunan; dan 

 
7
Andri Rinanda Ilham, Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi 

Pemasyarakatan, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1, 

Juni 2020, halaman 2. 
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c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak 

pidana. 

Sistem pemasyarakatan memiliki tempat untuk membina narapidana 

yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki arti sebagai sebuah tempat 

untuk membina narapidana yang didasari dengan norma-norma pancasila 

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan 

masyarakat agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan menjadi 

manusia yang lebih baik dan tidak  mengulangi tindak pidana kembali, dalam 

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999  pembinaan 

adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan 

rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dibina dalam artian luas 

wargabinaan permasyarakatan yang meliputi tahanan narapidana dan klien. 

Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari 

kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Dalam perkembangannya pemasyarakatan yang bertujuan integrasi 

sosial, terus-menerus berproses dalam upaya menghadapi tantangan, 

dinamika perubahan zaman yang begitu cepat berkaitan dengan politik, 

hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan modernisasi perubahan 

sosial masyarakat.8  

 
8Umar Anwar dan Rachmayanthy, Op. Cit, Halaman 3-4. 
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Seiring dengan perkembangan pembangunan, Lembaga Pemasyarakatan 

bukan lagi hanya sebagai penjara bagi terpidana melainkan pada 

kenyataannya tugas pokok dan fungsinya juga termasuk pemenuhan 

pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan negara, 

pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan klien 

pemasyarakatan. Sebab itu sub-sub sistem daripada sistem pemasyarakatan 

bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan saja yang melaksanakan pembinaan, 

tetapi ada juga Rumah Tahanan Negara yang diperuntukkan pelayanan 

tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yang diperuntukkan 

kegiatan perawatan barang-barang rampasan negara kepemilikan warga 

binaan atau yang dijadikan sebagai barang bukti, dan Balai Pemasyarakatan 

yang diperuntukkan sebagai pembimbingan warga binaan dan klien 

pemasyarakatan. 

Politik hukum nasional Indonesia mengacu kepada visi negara yang 

dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan 

bahwa tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia demi mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melindungi segenap bangsa 

Indonesia tersebut, salah satunya diwujudkan dengan memberi 

penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  terhadap  hak  setiap  orang  
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untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945. 

Berkaitan dengan hak tersebut, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan 

pengertian bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Mendasarkan 

hal tersebut, pelaksanaan setiap sendi kehidupan bernegara yang berkaitan 

dengan penegakan hukum termasuk di dalamnya pemasyarakatan perlu 

diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan atas hak asasi manusia yang 

juga meliputi hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana 

termasuk hak kebendaannya. 

Dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakatnya perlu adanya politik yang berjalan pada suatu 

negara tersebut, politik dalam arti pengambilan kebijakan-kebijakan yang 

bersifat umum harus dilakukan oleh Negara. Politik  Hukum  dalam  

kaitannya dengan pemasyarakatan merupakan suatu tindakan pengambilan 

kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian untuk menentukan arah dan 

tujuan yang akan dicapai oleh pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja 

Kementerian Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia. Dalam  pengambilan  
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kebijakan tersebut menteri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan 

arah dan tujuan pemasyarakatan yang akan datang.  

Seperti pengaturan tentang pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia 

agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan .9 Secara umum, istilah 

“kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor 

(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks 

“policy” pemasyarakatan, bidang tertentu yang dimaksud dalam penelitian 

disertasi ini adalah dalam tataran kebijakan pada salah satu sub sistem 

daripada sistem pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang akan 

mengkaji lebih khusus pada bidang kebijakan politik hukum terkait tata kelola 

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan adalah suatu ketetapan 

yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang 

dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.10 

Dari perspektif keilmuan politik hukum, Lembaga Pemasyarakatan 

telah mengalami perkembangan kebijakan sesuai era-nya. Tansformasi sistem 

perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeraan (deterrence) dan 

pembalasan (retributive) menjadi sistem pemasyarakatan (correction) 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  politik  hukum 

pemasyarakatan  yang menginginkan fungsi pemidanaan dapat mencapai 

tujuan  hukum   yaitu   kepastian  hukum, rasa  keadilan,  dan   kemanfaatan.  

 

 

 
9
Andari Rizky Aria Putra, Politik Hukum Dalam Ketertiban Lapas Di Indonesia, 

JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 1, Tahun 2020, halaman 121. 

 
10
Ibid., halaman 120. 
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Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi 

dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan 

kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial 

sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian 

keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan 

terhadap narapidana akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan 

sistem peradilan  pidana.11 

Konsep pemasyarakatan pada awal pembentukannya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan sebagai perwujudan pergeseran fungsi pemidanaan yang 

tidak lagi sekedar penjeraan, melainkan juga suatu usaha rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan 

diarahkan untuk mengembalikan WBP sebagai warga negara yang baik 

sekaligus melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 

pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak 

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun yang 

dimaksud WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien 

pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 

pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan 

rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan 

ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik  keluarga  maupun pihak  

 

 
11
Umar Anwar dan Rachmayanthy, Op.cit, halaman 3. 
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lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, 

memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. 

Setelah dua puluh dua tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pemasyarakatan telah 

berkembang jauh. Pemasyarakatan yang ruang lingkup perannya semula 

terbatas pada fase adjudikasi, kini berkembang sampai dengan fase pra 

adjudikasi dan fase purna adjudikasi yang terwujud dalam lembaga rumah 

tahanan negara (rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan), 

balai pemasyarakatan (bapas) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Pemasyarakatan hadir tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi pribadi 

namun juga melingkupi kebendaan yang melekat padanya. 

Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang 

belum optimal yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih 

menjadi sorotan publik. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang belum 

optimal tersebut berdampak pada kualitas perlakuan  terhadap  Tahanan  dan 

Narapidana,  serta  timbulnya  masalah-masalah taktis yang kemudian  

muncul ke permukaan.  Berbagai  permasalahan seperti masih adanya 

kerusuhan  di Lapas/Rutan,  jaringan  peredaran gelap narkotika yang 

dikendalikan  dari dalam Lapas, tumbuhnya  ide-ide  radikal, diskriminasi 

pelayanan, overcrowded,  dan  lainnya  sangat  menganggu  dalam  mencapai   
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tujuan dari pemasyarakatan.12 

Pelaksanaan pemasyarakatan juga dirasa tidak memberi jaminan 

kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana 

dalam kelompok rentan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam tata 

kelola pemasyarakatan. Situasi over kapasitas yang terjadi pada Lapas/Rutan 

di Indonesia saat ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik 

bagi individu yang menjalaninya seperti tidak terpenuhinya hak dasar dari 

setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya secara maksimal maupun 

Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini 

sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan- akan sampai saat 

ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

jajaran kementerian hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mengurus Lapas seluruh Indonesia 

menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi dan perlu dilakukan 

evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi 

tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran 

Pemasyarakatan baik dari arah kebijakan  dan pengelolaan Lapas yang harus 

dibenahi. Adanya beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

politik hukum pemasyarakatan dalam bentuk regulasi, kebijakan dan tata 

kelola yang baik, akan menentukan  keberlangsungan organisasi  dalam  hal   

 

 

 
12
Yuliyanto, dkk. Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 

35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Balitbangkumham Press, 

Jakarta, 2021, halaman 2. 
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ini seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan agar dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya dengan melakukan 

berbagai langkah-langkah kebijakan strategis dalam pengelolaannya, bukan 

hanya pengelolaan pembinaan narapidana namum juga menitikberatkan pada 

sisterlm manajerlmerln dan tata ke rllola gurlna merlnyiapkan Su rlmberlr Daya Manu rlsia 

perlturlgas perlmasyarakatan yang mampu rl merllaksanakan turlgas dan fu rlngsi pada 

U rlPT-nya, yang didu rlkurlng de rlngan rerlgurllasi perlmasyarakatan se rlbagai payurlng 

hurlkurlmnya.  

Menyikapi hal ini, Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang 

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut 

dengan Permenkumham No. 35 Tahun 2018, dimana seluruh Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Pemasyarakatan harus berbenah diri. Tidak bisa dipungkiri 

selama ini Lapas maupun Rutan masih belum maksimal melaksanakan 

fungsinya, bahkan dapat dianggap telah melenceng dari tujuan awal 

pendiriannya, yang bertujuan untuk pembinaan. Dalam Permenkumham 

tersebut, disebutkan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan 

adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan 

sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta 

perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.13 

Beberapa isu yang menyebabkan perlunya revitalisasi pemasyarakatan 

 

 
13
Ibid., halaman 3. 
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adalah meningkatnya jumlah penghuni (over crowded) dan terbatasnya 

kapasitas  hunian dalam Lapas/Rutan, tuntutan masyarakat dalam pemberian 

layanan bagi narapidana serta munculnya image bahwa Lapas/Rutan adalah 

lembaga yang hanya menghabiskan anggaran negara. Dengan demikian perlu 

dilakukan revitalisasi pemasyarakatan. Mekanisme kerja pada seluruh UPT 

Pemasyarakatan harus korelatif dengan aturan perundang-undangan sebagai 

substansi hukum agar pemasyarakatan mampu bekerja optimal dan efektif 

dalam merekayasa kultur hukum warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

Penataan dan pembaruan manajemen pemasyarakatan diperlukan untuk 

mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia sehingga tujuan 

pembinaan, yaitu narapidana tidak mengulang perbuatan hukum serta 

mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha dapat 

tercapai. 

Revitalisasi pemasyarakatan mencakup 4 (empat) aspek pengaturan 

utama, yaitu pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien 

dan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara.14 Dalam 

program revitalisasi pemasyarakatan pada aspek pembinaan narapidana, 

Lapas memiliki klasifikasi berdasarkan tingkat risiko  narapidana yang 

menghuni Lapas. Pengklasifikasian tersebut antara lain adalah Lapas Super 

Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security dan 

Lapas Minimum Security.  

Penggunaan klasifikasi penempatan narapidana memiliki tujuan agar 

 

 
14
Ibid., halaman 4. 
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dapat melakukan kategorisasi sesuai dengan kebutuhan dan risiko narapidana 

sehingga treatment yang diberikan pada narapidana berhasil, karena pada 

konsep ini sangat menekankan perubahan perilaku. Pembagian klasifikasi ini 

juga merupakan langkah progresif pemasyarakatan dalam menerapkan 

perlakuan individual sebagai bagian dari evidence-based correctional 

treatment (pembinaan berbasis bukti atau data) untuk mendorong objektivitas 

dan akuntabilitas dari penilaian narapidana.  

Adanya revitalisasi pemasyarakatan makin menguatkan peran 

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pemasyarakatan. Litmas dilakukan dalam upaya mengungkapkan latar 

belakang terjadinya tindak pidana untuk mengetahui tingkat risiko dan 

kebutuhan pelanggar hukum, menentukan program pelayanan tahanan, proses 

dan tahap pembinaan WBP, evaluasi pelaksanaan program pembinaan, serta 

menentukan keberhasilan penanganan terhadap WBP.  

Selain itu sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi 

Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Sistem Penilaian Pembinaan 

Narapidana (SPPN) yang berfungsi sebagai instrumen penilaian perubahan 

perilaku narapidana yang selanjutnya akan digunakan sebagai data dukung 

primer dalam pemberian hak-hak dan program pembinaan kepada narapidana.  

Tantangan    dan    tuntutan   terhadap   Lapas   akibat   kompleksitas  
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kehidupan di masyarakat yang berimplikasi pada jumlah penghuni yang kian 

meningkat dan membuat Lapas menjadi over crowding sehingga membuat 

tujuan Pemasyarakatan untuk reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) sulit di wujudkan perlu segera diatasi. Ide atau gagasan Revitalisasi 

Pemasyarakatan dianggap cocok untuk menjawab kondisi yang ada. Melalui 

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk keseriusan dan 

babak baru upaya dalam mengatasi kompleksitas permasalahan 

Pemasyarakatan. Revitalisasi Pemasyarakatan menjadi sorotan perhatian 

publik. Tidak hanya dalam hal efektivitasnya akan tetapi juga dalam 

penerapannya terkait pemenuhan rasa keadilan dan penegakan HAM. 

Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui Revitalisasi 

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di bagi menjadi 4 Tahapan sebagai 

klasifikasi penempatan.  

Pertama yaitu Lapas Super Maximum Security merupakan klasifikasi 

Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi. 

Sebagaimana di dalam aturan revitalisasi Pemasyarakatan unsur yang 

mengklasifikasikan narapidana bersiko tinggi meliputi narapidana tersebut 

berisiko membahayakan keamanan negara dan atau membahayakan 

keselamatan masyarakat. Tujuan pemenjaraan pada tahap Super Maximum 

Security adalah memunculkan kesadaran diri narapidana yang menitik 

beratkan pada berubahnya sikap dan perilaku narapidana yang berimplikasi 

pada penurunan tingkat risiko  dan  melindungi  masyarakat.  Dalam  sistem  
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Penempatan narapidana di tempatkan masing-masing satu kamar atau one 

men one cell.  

Dalam hal pembatasan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat 

(2) Permenkumham No. 35 Tahun 2018 telntang Relvitalisasi Pe lnyellelnggaraan 

Pelmasyarakatan bahwa narapidana yang belrada dalam tahap ini tidak 

dibelrikan hak lintelgrasi se lpelrti relmisi, asimilasi, culti melngu lnjulngi kellularga, 

pelmbelbasan belrsyarat, cu lti melnjellang belbas dan culti belrsyarat. 

Keldula yaitul Lapas Maximu lm Selculrity melrulpakan klasifikasi Lapas 

yang melnelkankan pada pola pe lmbinaan u lntulk melndorong narapidana u lntulk 

taat dan te lrtib hu lku lm, sadar akan pe lrbulatan pellanggarnya dan 

melngintelrnalisasi sikap dan pe lrilakul dispilin. Narapidana yang di telmpatkan 

pada tahap ini me lrulpakan narapidana yang di pindahkan dari Lapas Sulpelr 

Maximu lm yang melmelnulhi syarat delngan tulrulnnya tingkat risiko dan 

pelrulbahan pelrilakul yang di dasarkan pada Litmas dan re lkomelndasi pada 

Sidang TPP.  

Pola pelmbinaan yang ditelrapkan delngan meltodel obse lrvasi telrbatas, 

dimana pelnelmpatan narapidana su ldah disatulkan delngan narapidana yang lain 

ataul di kellompokkan. Pada tahap ini, narapidana tidak di batasi hak 

relintelgrasinya akan teltapi teltap melmpelrtimbangkan keltelntu lan dan Litmas 

selrta relkomelndasi pada sidang TPP.  

Keltiga yaitul Lapas Meldiulm Selculrity melrulpakan Lapas de lngan 

pelrlakulan yang melnitikbe lratkan pada pelrsiapan pelngelmbalian narapidana ke l 

masyarakat  dan   narapidana   selbagai   sulbyelk   dipelrkulat   delngan  adanya  
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pelmbinaan yang melngarahkan pada minat dan bakat de lngan me lnggali potelnsi 

narapidana ulntulk di kelmbangkan.  

Dimana dalam pe lrlaku lannya narapidana dapat melngelmbangkan diri 

yang se llaras delngan hak me lngelmbangkan diri. Olelh karelna itu l di dalam 

meltodel pelmbinaan narapidana gu lna melgoptimalkan pote lnsi telrdapat 

klasifikasi pelmbinaan, yaitu l Pelndidikan dan pellatihan keltelrampilan tingkat 

pelmulla, Pelndidikan dan pe llatihan ke ltelrampilan tingkat lanju ltan, dan 

Pelndidikan dan pellatihan ke ltelrampilan tingkat mahir. Selhingga pola yang di 

pakai Lapas Meldiulm Selculrity yaitul mellakulkan asimilasi dan pe lmagangan 

telrhadap narapidana.  

Kelelmpat yaitu l Lapas Minimu lm Selculrity melrulpakan Lapas de lngan 

pelrlakulan yang melnitikbelratkan pelmbelrian lintelgrasi dan ou ltpu lt pelmbinaan 

yang melngarahkan pada hasil produ lksi barang atau l jasa be lrskala indu lstri. 

Olelh karelna itul narapidana dibe lrikan kellonggaran dalam pe lngamanan dan 

dibelrikan kelpelrcayaan se lrta tanggulng jawab karelna pelru lbahan sikap dan 

pelrilakul.  

Hal ini dilaku lkan u lntulk melmotivasi narapidana u lntu lk melningkatkan 

kelmandirian dan produ lktivitasnya. Pelrwu ljuldan Lapas Minimu lm Selculrity 

ialah Lapas telrbulka. Dimana dalam konse lp yang ditelrapkan Lapas telrbulka 

delngan Commulnity Baseld Correlctions yakni meltodel pelmbinaan de lngan 

mellibatkan u lnsu lr masyarakat se lrta delngan melmbelrikan pe lngamanan yang 

lelbih longgar bahkan tanpa je lrulji belsi layaknya Lapas pada u lmulmnya yang 

belrtuljulan relintelgration (pelnyatulan kelmbali) delngan masyarakat. 
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Apabila merlmperlrhatikan serlcara kerlserllurlrurlhan proserls yang ada dalam 

Rerlvitalisasi Perlnyerllerlnggaraan Perlmasyarakatan, terlrdapat kerlbijakan-kerlbijakan 

yang merlmburlat perlmbatasan terlrhadap hak narapidana berlrdasarkan klasifikasi 

perlnerlmpatan narapidana. Dimana hal terlrserlburlt merlrurlpakan straterlgi urlnturlk 

merllakurlkan perlrurlbahan sikap dan perlrilakurl yang merlnyiapkan narapidana 

kerlmbali kerl masyarakat dan merlngoptimalkan proserls Perlmasyarakatan. Namurln, 

terlrkait kerlbijakan perlnanganan narapidana risiko tinggi yang lerlbih 

merlngerlderlpankan asperlk kerlamanan yang berlrsifat “perlnjerlraan” daripada 

perlmbinaan, hal ini merlnu rlnjurlkkan inkonsisterlnsi dari para perlmangkurl kerlbijakan 

terlrkait implerlmerlntasi dari konserlpsi perlmasyarakatan yang terllah dirurlmurlskan 

olerlh para fourlnding fatherlr perlmasyarakatan.15 

Perlnderlkatan serlperlrti ini merlmang erlferlktif dalam merlnjaga kondisi 

kerlamanan dan kerlterlrtiban di dalam Lerlmbaga Perlmasyarakatan. Namurln serlcara 

konserlp, sisterlm perlmasyarakatan lerlbih merlngerlderlpankan proserls perlmbinaan dan 

perlmbimbingan dalam merllakurlkan rerlformasi perlrilakurl narapidana serlbagai turlgas 

urltama, adapurln turlgas perlngamanan hanyalah bagian urlnit perlndurlkurlng dalam 

merlnurlnjang kerlberlrhasilan proserls perlmbinaan. Merllalurli perlnderlkatan kerlamanan 

terlrhadap narapidana risiko tinggi, burlkankah hal ini serldikit berlrterlntangan 

derlngan konserlpsi perlmasyarakatan yang lerlbih merlnerlkankan perlnderlkatan 

perlmbinaan daripada perlnderlkatan kerlamanan. 

Khursurs pada Lapas Surperr Maksimurm Sercurrity perrlur merndapatkan 

korerksi dalam hal nomernklaturr dibanding kertiga klasifikasi Lapas lainnya. 

 

 
15
Yudha Cahyo Prabowo, Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di 

Lapas Super Maximum Security, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi II, Agustus 2020, halaman 

111. 
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Dimana pada 4 klasifikasi Lapas terrdapat Kasi Kergiatan Kerrja, namurn khursurs 

pada Lapas Surperr Maksimurm Sercurrity adanya Kasi Kergiatan Kerrja bisa 

dikatakan tidak berrfu rngsi karerna narapidana urnturk Lapas High risk 

ditermpatkan dalam rurangan oner mern oner cerll, derngan dermikian praktis 

narapidana high risk tidak bisa merlaksanakan kergiatan permbinaan 

kermandirian serbagaimana halnya serperrti kertiga klasifikasi Lapas lain, dimana 

kertiga Lapas terrserburt Kasi Kergiatan Kerrja surdah berrjalan derngan baik dalam 

perlaksanaan permbinaan kermandirian bagi narapidana.     

Serlbagaimana amanat yang terlrturlang dalam U rlUrl Perlmasyarakatan yang 

barurl yakni U rlndang-U rlndang No. 22 Tahurln 2022 Terlntang Perlmasyarakatan 

yang merlnyerlburltkan bahwa pada hakikatnya perlrlakurlan terlrhadap terlrsangka, 

terlrdakwa, dan terlrpidana yang dirampas kerlmerlrderlkaannya harurls didasarkan 

pada prinsip perlrlindurlngan hurlkurlm dan perlnghormatan hak asasi manurlsia yang 

berlrlandaskan Pancasila dan U rlndang-U rlndang Dasar Nerlgara Rerlpurlblik 

Indonerlsia Tahurln 1945.  

Disamping iturl U rlU rl Perlmasyarakatan terlrserlburlt jurlga merlnjerllaskan bahwa 

salah saturl turljurlan diserllerlnggarakannya Sisterlm Perlmasyarakatan adalah urlntu rlk 

merlmberlrikan jaminan perlrlindurlngan terlrhadap hak Tahanan dan Anak. 

Serlbagaimana diserlburltkan dalam Pasal 10 U rlndang-U rlndang No. 22 Tahurln 2022 

terlntang Perlmasyarakatan bahwa Narapidana yang terllah merlmerlnurlhi perlrsyaratan 

terlrterlnturl tanpa terlrkerlcurlali jurlga berlrhak atas rerlmisi, asimilasi, curlti merlngurlnjurlngi 

ataurl dikurlnjurlngi kerllurlarga, curlti berlrsyarat, curlti merlnjerllang berlbas, perlmberlbasan 

berlrsyarat, dan hak lain serlsurlai derlngan kerlterlnturlan perlraturlran perlrurlndang-

urlndangan. 
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Kerlbijakan terlrkait perlrlakurlan terlrhadap narapidana derlngan risiko tinggi 

serlbagaimana yang dibahas pada rerlvitalisasi perlmasyarakatan lerlbih kerlpada 

sisterlm kerlperlnjaraan yang “merlnjerlrakan narapidana” daripada siste rlm 

perlmasyarakatan yang merlmbina narapidana. Yang merlnjadi perlrmasalahan 

urltama terlrkait kerlbijakan perlrlakurlan terlrhadap narapidana risiko tinggi adalah 

burlkan terlrkait terlntang kerlerlferlktifan kerlbijakan terlrserlburlt terlrhadap kerlamanan dan 

kerlterlrtiban di dalam Lerlmbaga Perlmasyarakatan akan terltapi yang merlnjadi 

perlrmasalahan urltama dan perlrtanyaan paling merlndasar pada akhirnya adalah 

dimanakah “konserlpsi perlmasyarakatan iturl serlndiri” diterlrapkan?16 

Fakta bahwa serlcara normatif, perlmbatasan yang diberlrlakurlkan bagi 

narapidana yang diterlmpatkan pada Lapas derlngan katerlgori Surlperlr Maximurlm 

Serlcurlrity yang merlngacu rl kerlpada Pasal 27 ayat (2) Perlrmerlnkurlmham No. 35 

Tahurln 2018 terlntang Rerlvitalisasi Perlnyerllerlnggaraan Perlmasyarakatan dimana 

narapidana yang berlrada dalam tahap ini tidak diberlrikan hak rermisi dan hak 

linterlgrasi, terlnturl sangat berlrterlntangan derlngan turljurlan diserllerlnggarakannya Sisterlm 

Perlmasyarakatan yang merlmberlrikan jaminan perlrlindurlngan terlrhadap hak 

Tahanan dan Anak. Hal ini tidak hanya masyarakat yang diayomi terlrhadap 

diurllanginya perlrburlatan jahat olerlh terlrpidana, merllainkan orang yang terllah 

terlrserlsat purn diayomi derlngan merlmberlrikan kerlpadanya hak-hak serlbagaimana 

diserlburltkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 U rlndang-U rlndang No. 22 Tahurln 2022 

terlntang Perlmasyarakatan serlrta berlkal hidurlp serlbagai warga nerlgara yang berlrgurlna 

 

 
16
Ibid., halaman 112. 
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di dalam kerlhidurlpan berlrmasyarakat. 

Dari prinsip perlngayoman iturl nyata bahwa “perlnjaturlhan pidana 

burlkanlah tindakan balas derlndam dari Nerlgara”.17 Kerlsadaran dan taurlbat tidak 

dapat dicapai derlngan perlnyiksaan, merllainkan derlngan perlmberlrian perlmbinaan 

dan bimbingan. Narapidana jurlga tidak bolerlh dijaturlhi pidana siksaan, 

merllainkan hanya pidana kerlhilangan kerlmerlrderlkaan. Nerlgara tidak berlrhak 

merlmburlat serlserlorang lerlbih burlrurlk ataurl lerlbih jahat dari pada serlberllurlm di 

perlnjarakan, maka dari iturl salah saturl tanggurlng jawab nerlgara adalah 

merlmberlrikan perlmbinaan terlrhadap narapidana. Dalam merlmbina narapidana 

surlpaya merlnjadi anggota masyarakat Indonerlsia yang berlrgurlna maka serllama 

kerlhilangan kerlmerlrderlkaan berlrgerlraknya  harurls dikerlnalkan derlngan masyarakat, 

dan tidak bolerlh diasingkan dari padanya. 

Narapidana risiko tinggi adalah merrerka yang terlah merlakurkan tindak 

pidana berrat serperrti terrorismer, narkotika, korurpsi, ataur kerjahatan serksural 

terrhadap anak. Katergori ini serring kali diiderntifikasi merlalu ri tingkat ancaman 

yang merrerka rerprerserntasikan terrhadap keramanan purblik ataur kermurngkinan 

merrerka urnturk merngu rlangi tindak pidana. Turjuran urtama dari siste rm 

permasyarakatan adalah rerhabilitasi dan rerintergrasi sosial narapidana.  

Narapidana risiko tinggi yang tidak merndapatkan rermisi, 

mernimburlkan perrtanyaan terntang bagaimana sisterm permasyarakatan dapat 

merncapai turjuran, jika narapidana merrasa bahwa merrerka tidak mermiliki 

kersermpatan urnturk merndapatkan perngurrangan hurkurman. Terrdapat kasurs-

 

 
17
Ibid., halaman 110. 
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kasurs dimana narapidana berrisiko tinggi yang terlah mernurnjurkkan perrurbahan 

perrilakur dan rerhabilitasi yang signifikan namurn tertap tidak merndapatkan 

rermisi. Hal ini sangat berrterntangan, pada perrnyataan Pasal 27 ayat (2) 

Perrmernkurmham No. 35 Tahurn 2018 terntang Rervitalisasi Pernyerlernggaraan 

Permasyarakatan, dimana narapidana yang berrada dalam tahap ini tidak 

diberrikan hak rermisi dan hak intergrasi, terntur sangat berrterntangan derngan 

turjuran diserlernggarakannya Sisterm Permasyarakatan yang mermberrikan 

jaminan perrlindurngan terrhadap hak Tahanan dan Anak. 

Kerlbijakan berlrurlpa perlmbatasan terlrhadap hak narapidana berlrdasarkan 

klasifikasi perlnerlmpatan dalam Rerlvitalisasi Perlnyerllerlnggaraan Perlmasyarakatan 

terlrserlburlt, khurlsurlsnya pada Lapas Surlperlr maximurlm Serlcurlrity apabila dilihat dari 

arti filosofis perlmasyarakatan akan saling berlrbanding terlrbalik saturl sama lain. 

Serlcara filosofis, turljurlan perlmasyarakatan yaiturl urlnturlk merlmperlrbaiki dan 

merlngerlmbalikan hurlburlngan rerllasi hidurlp-kerlhidurlpan dan perlnghidurlpan. Rerllasi 

hidurlp merlnggambarkan surlaturl hurlburlngan antara manurlsia derlngan Turlhannya, 

rerllasi kerlhidurlpan merlnggambarkan hurlburlngan antara manurlsia derlngan 

serlsamanya (antar makhlurk sosial), serldangkan rerllasi perlnghidurlpan berlrkaitan 

derlngan hurlburlngan antara manurlsia derlngan proferlsi perlkerlrjaannya (masa 

derpannya). Merllalurli perlrbaikan rerllasi terlrserlburlt jerllaslah bahwa perlmasyarakatan 

burlkan hanya berlrturljurlan merlngerlmbalikan hurlburlngan antara narapidana derlngan 

masyarakat terltapi perlmasyarkatan jurlga berlrturljurlan merlmu rllihkan hurlburlngan 

narapidana derlngan Tu rlhannya, sersamanya, serrta perlkerlrjaannya. Derlngan 

harapan merllalurli perlrbaikan rerllasi terlrserlburlt narapidana dapat kerlmbali lagi 

serlbagai manurlsia yang normal diterngah-terngah masyarakat.  
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Apabila kita merllihat merlkanismerl perlrlakurlan terlrhadap narapidana risiko 

tinggi, burlkankah ini sangat berlrterlntangan derlngan turljurlan siste rlm 

perlmasyarakatan dan nilai-nilai kerladilan? 

Bagaimana bisa merllakurlkan perlmurllihan rerllasi hurlburlngan serlbagaimana 

yang dimaksurld, serldangkan narapidana yang diberlri laberll “Risiko Tinggi” 

serlndiri dilakurlkan isolasi terlrhadap durlnia lurlar yang mana hal terlrserlbu rlt 

berlrterlntangan derlngan salah saturl konserlpsi dalam sisterlm perlmasyarakatan, yakni 

serllama narapidana kerlhilangan kerlmerlrderlkaan berlrgerlraknya ia harurls dikerlnalkan 

derlngan masyarakat, dan tidak bolerlh diasingkan narapidana terrserburt dari 

masyarakat.  

Serllain iturl perlmberlrian laberll risiko tinggi jurlga berlrterlntangan derlngan 

salah saturl prinsip perlmasyarakatan, yakni tiap orang adalah manurlsia dan harurls 

diperlrlakurlkan serlbagai manurlsia. Merlskipurln terllah merlakurkan kersalahan dan 

terlrserlsat, ia jurga harurls serllalurl merlrasa dipandang serrta diperlrlakurlkan serlbagai 

manurlsia. 

Berlrdasarkan perlnjabaran diatas, maka perlnerlliti merlrasa perlrlurl akan 

adanya rerl-konserlp dalam politik hurlkurlm sisterlm perlmasyarakatan di Indonerlsia 

khurlsurlsnya terlrkait derngan perlngaturlran kerlbijakan dalam hal perlmbinaan 

narapidana yang berlrkerladilan dan merlngakomodir hak-hak narapidana serlcara 

proferlsional dan proporsional. Olerlh karerlna iturl,  perlnerlliti merlngadakan 

perlnerllitian yang berlrjurldurll POLITIK HUKUM PEMBINAAN 

NARAPIDANA PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI 

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. 
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B. Rumusan Masalah 

Berlrtitik tolak dari latar berllakang yang perlnurllis kerlmurlkakan diatas, 

maka perlnurllis merlrurlmu rlskan berlberlrapa rurlmurlsan perlrmasalahan yang akan 

merlnjadi batasan dan perldoman dalam perlnurllisan ini: 

1. Bagaimana perlngaturlran perlmbinaan narapidana dalam sisterlm 

perlmasyarakatan di Indonerlsia? 

2. Apakah perlmbinaan narapidana dalam sisterlm perlmasyarakatan di 

Indonerlsia terllah merlwurljurldkan kerladilan terlrhadap narapidana? 

3. Bagaimana formurlasi kerderpan permbinaan narapidana pada sisterlm 

perlmasyarakatan di Indonersia yang berrkeradilan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapurln turljurlan dari dilaksanakanya perlnerllitian diserlrtasi ini yang akan 

diurlraikan serlbagai berlriku rlt: 

1. U rlnturlk merlngkaji, merlnganalisis dan merlngkritisi perngaturran perlmbinaan 

narapidana dalam sisterlm perlmasyarakatan di Indonerlsia. 

2. U rlnturlk merngkaji, merlnganalisis serrta merlngervalurasi sisterlm 

perlmasyarakatan di Indonerlsia urnturk merwurjurdkan keradilan terrhadap 

narapidana. 

3. U rlnturlk merlnganalisis, merngkaji dan mernermu rkan formurlasi kerderpan 

permbinaan narapidana pada sisterlm perlmasyarakatan di Indonersia yang 

berrkeradilan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Serlcara lerlbih lanjurlt, yang merlnjadi manfaat terloritis dan manfaat praktis 

dari dilaksanakanya perlnerllitian diserlrtasi ini adalah serlbagai berlrikurlt: 

1. Serlcara terloritis ataurl akaderlmis, diserlrtasi ini dapat digurlnakan serlbagai bahan 

masurlkan dalam rangka perlnyerlmpurlrnaan perlngaturlran dalam perlraturlran-

perlraturlran urlnturlk perlmberlnturlkan hurlkurlm nasional. Adapurln wurljurld kontriburlsi 

perlnerlliti merllalurli perlnerllitian ini yaiturl urlnsurlr kerlbarurlan dari perlnerllitian ini 

diharapkan mampu rl urlnturlk merlmperlrkaya kajian kerlpurlstakaan hurlkurlm 

pidana di Indonerlsia. Urlnsurlr kerlbarurlan dari perlnerllitian ini adalah adanya 

konserlp iderlal sisterlm perlmasyarakatan di Indonerlsia terlrkait perlngaturlran 

dalam perlmbinaan narapidana. 

2. Serlcara Praktis, hasil perlnerllitian ini dapat merlmbawa manfaat serlbagai 

kajian komprerlherlnsif yang dapat dijadikan serlbagai bahan perlrtimbangan 

ataurl masurlkan, informasi serlrta surlmberlr perlngerltahurlan bagi para mahasiswa, 

praktisi maurlpurln instansi terlrkait dalam hal perlnyerllerlnggaraan sisterlm 

Perlmasyarakatan di Indonerlsia 

 

E. Kerangka Konseptual 

Gurlna merlmbatasi dan merlmperlrterlgas rurlang lingkurlp dari perlnerllitian ini, 

maka perlnerlliti akan merlmaparkan kerlrangka konserlpturlal dari diserlrtasi ini 

merllalurli urlraian serlbagai berlrikurlt: 

 

1. Politik Hukum 

Politik hurlku rlm adalah “lerlgal policy ataurl garis (kerlbijakan) rerlsmi 
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terlntang hurlkurlm yang akan diberlrlakurlkan baik derlngan perlmburlatan hurlkurlm 

barurl maurlpurln derlngan perlnggantian hurlkurlm lama, dalam rangka merlncapai 

turljurlan nerlgara”.18 Derlngan derlmikian, politik hurlkurlm merlrurlpakan pilihan 

terlntang hurlkurlm-hurlkurlm yang akan diberlrlakurlkan serlkaligurls pilihan terlntang 

hurlkurlm-hurlkurlm yang akan dicaburlt ataurl tidak diberlrlakurlkan yang 

kerlserlmurlanya dimaksurldkan urlnturlk merlncapai turljurlan nerlgara serlperlrti yang 

terlrcanturlm di dalam Perlmburlkaan U rlU rlD 1945.  

Istilah “Politik Hurlkurlm” terlrberlnturlk dari kata politik dan hurlkurlm. 

Kerldurla kata terlrserlbu rlt merlngandurlng maknanya masing-masing, serlhingga 

padurlan kata terlrserlbu rlt akan merllahirkan perlngerlrtian terlrserlndiri. Perlngerlrtian 

terlrserlburlt terlnturlnya terltap merlnyimpan makna dari kerldurla kata asalnya. 

U rlnturlk iturl, dalam merlmahami perlngerlrtian politik hurlkurlm terlrlerlbih dahurllurl 

dicerlrmati perlngerlrtian kerldurla asal kata iturl. Merlnurlrurlt Miriam Burldiarjo, pada 

urlmurlmnya politik (politics) diartikan serlbagai berlrmacam-macam kerlgiatan 

dalam surlaturl sisterlm politik (surlaturl nerlgara) yang merlnyangkurlt proserls 

merlnerlnturlkan turljurlan dari sisterlm politik dan merllaksanakan turljurlan-turljurlan 

iturl. Perlngambilan kerlpurlturlsan (derlcision making) merlngerlnai apakah yang 

merlnjadi turljurlan dari sisterlm politik iturl merlnyangkurlt serllerlksi antara berlberlrapa 

alterlrnatif dan perlnyurlsurlnan skala prioritas dari turljurlan-turljurlan yang terllah 

dipilih iturl.19 Serlmerlntara istilah hurlkurlm serlndiri merlnu rlrurlt  Fadjar jika 

ditinjaurl    dari  perlrsperlktif  ontologis, Serjak awal  bahwa  konserlpsi  hurlkurlm 

merlmang    tidaklah   turlnggal,   tiap    rurlang    dan    gerlnerlrasi   merlmaknai  

 
 18Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, 

halaman 1. 

 19Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2008, halaman 5-16. 
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hurlkurlm serlcara berlrberlda derlngan sisterlm siturlasi rurlang dan gerlnerlrasi iturl.20 

Berlrdasarkan urlraian di atas, politik hurlkurlm dalam perlnerllitian ini 

adalah “lerlgal policy” yang berlrkaitan derlngan perlnyerllerlnggaraan sisterlm 

perlmasyarakatan yang mana merlrurlpakan surlaturl tindakan perlngambilan 

kerlbijakan yang dilakurlkan olerlh Kerlmerlnterlrian urlnturlk merlnerlnturlkan arah dan 

turljurlan yang akan dicapai olerlh sisterlm perlmasyarakatan yang berlrada di 

wilayah kerlrja Kerlmerlnterlrian Hurlkurlm dan HAM Rerlpurlblik Indonerlsia. 

Dalam perlngambilan kerlbijakan terlrserlburlt Merlnterlri merlmiliki kerlwerlnangan 

perlnurlh dalam merlnerlnturlkan arah dan turljurlan perlmasyarakatan yang akan 

datang. Serlperlrti perlngaturlran terlntang perlngerllolaan Lapas dan Rurltan di 

Indonerlsia agar berlrjalan serlsurlai derlngan yang diharapkan. 

2. Pembinaan  

 Permbinaan merrurpakan prosers, cara mermbina dan pernyermpurrnaan 

ataur ursaha tindakan dan kergiatan yang dilakurkan urnturk mermperrolerh hasil 

yang lerbih baik. Permbinaan pada dasarnya merrurpakan aktivitas atau r 

kergiatan yang dilakurkan sercara sadar, berrerncana, terrarah, dan terraturr 

sercara berrtanggurng jawab dalam rangka pernurmburhan, perningkatan dan 

merngermbangkan kermampuran serrta surmberr-surmberr yang terrserdia urnturk 

merncapai turjuran. Permbinaan adalah urpaya perndidikan formal maurpurn non 

formal yang dilakurkan sercara sadar, berrerncana, terrarah, terraturr, dan 

berrtanggurng jawab dalam rangka mermperrkernalkan, mernurmburhkan, 

mermbimbing, dan merngermbangkan suratur dasar-dasar kerpribadiannya 

serimbang, urturh dan serlaras, perngertahuran dan kerterrampilan sersurai derngan 

 
 20Winardi dan Sirajudin, Politik Hukum, Setara Press, Malang, 2019, halaman 3. 
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bakat, kercernderrurngan serrta kermampuran-kermampurannya serbagai berkal, 

urnturk serlanjurtnya atas prakarsa serndiri mernambah, merningkatkan dan 

merngermbangkan dirinya, sersamanya maurpurn lingkurngannya ker arah 

terrcapainya martabat, murtur dan kermampuran manursiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri.21 

 Permbinaan dalam konterks hurkurm dan permasyarakatan merngacu r 

pada urpaya yang dilakurkan olerh pihak berrwernang, serperrti lermbaga 

permasyarakatan, u rnturk mermbimbing, merndidik, dan mermperrbaiki 

perrilakur narapidana agar merrerka dapat kermbali mernjadi anggota 

masyarakat yang produrktif dan berrtanggurng jawab serterlah mernjalani masa 

hurkurmannya. Rermisi, yang merrurpakan perngurrangan masa hurkurman, 

adalah salah satur bernturk permbinaan. Derngan mermberrikan rermisi, nergara 

mermberrikan pernghargaan kerpada narapidana atas perrilakur baik dan 

partisipasi merrerka dalam merngikurti program permbinaan serlama di 

lermbaga permasyarakatan. Rermisi merndorong narapidana urnturk terrlibat 

dalam kergiatan positif serperrti perlatihan kerterrampilan, perndidikan, dan 

kergiatan sosial lainnya yang dirancang urnturk mermbantur merrerka 

berrintergrasi kermbali ker masyarakat. 

 Permbinaan tahap awal dan tahap lanjurtan dilaksanakan di lermbaga 

permasyarakatan, serdangkan urnturk permbinaan tahap akhir dilaksanakan di 

lurar lermbaga permasyarakatan olerh BAPAS. Dalam hal narapidana yang 

tidak dapat mermernurhi syarat-syarat terrterntur  pada  permbinaan  tahap  

 

 21
Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda, Bandung: 

Tarsito, 1990 halaman. 84. 
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akhir, narapidana yang berrsangkurtan tertap merlaksanakan permbinaan tahap 

akhir di lermbaga permasyarakatan. Dalam merlaksanakan permbinaan 

terrhadap narapidana di lermbaga permasyarakatan diserdiakan sarana dan 

prasarana yang dibu rturhkan olerh narapidana.  

3. Sistem Pemasyarakatan 

Pasal 2 U rlndang-U rlndang Nomor 22 tahu rln 2022 terlntang 

Perlmasyarakatan merlnjerllaskan bahwa sisterlm Perlmasyarakatan 

diserllerlnggarakan derlngan turljurlan dalam rangka merlmberlrikan jaminan 

perlrlindurlngan terlrhadap hak Tahanan dan Anak, merlningkatkan kurlalitas 

kerlpribadian dan kerlmandirian Warga Binaan agar merlnyadari kerlsalahan, 

merlmperlrbaiki diri, dan tidak merlngurllangi tindak pidana, serlhingga dapat 

diterlrima kerlmbali olerlh lingkurlngan masyarakat, dapat hidurlp serlcara wajar 

serlbagai warga yang baik, taat hurlkurlm, berlrtanggurlng jawab, dan dapat aktif 

berlrperlran dalam perlmbangurlnan serlrta serlkaligurls merlmberlrikan perllindurlngan 

kerlpada masyarakat dari perlngurllangan tindak pidana. 

Berlrdasarkan urlraian di atas, sisterlm perlmasyarakatan yang 

dimaksurld dalam perlnerllitian ini akan merlmbahas serlcara merlndalam 

merlngerlnai turljurlan perlnyerllerlnggaraan sisterlm perlmasyarakatan yang terlrdiri 

dari: 

a) Merlmberlrikan jaminan perlrlindurlngan terlrhadap hak Tahanan dan Anak; 

b) Merlningkatkan kurlalitas kerlpribadian dan kerlmandirian Warga Binaan 

agar merlnyadari kerlsalahan, merlmperlrbaiki diri, dan tidak merlngurllangi  
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tindak pidana; 

c) Merlmberlrikan perlrlindurlngan kerlpada masyarakat dari perlngurllangan 

tindak pidana. 

4. Keadilan 

Dalam kajian hurrlkurrlm, kita serrlring merrlnderrlngar bahwa salah saturrl 

furrlngsi hurrlkurrlm adalah merrlnciptakan kerrladilan. Hurrlbu rrlngan hurrlkurrlm dan 

kerrladilan merrlmang serrlring dikaitkan saturrl sama lain hingga murrlncurrll adagiurrlm 

hurrlkurrlm masyhurrlr iu rrlstitia furrlndamerrlnturrlm rerrlgnorurrlm yang berrlrarti kerrladilan 

adalah nilai terrlrtinggi, furrlndamerrlntal ataurrl absolurrlt dalam hurrlkurrlm.22 Namurrln 

derrlmikian, urrlnturrlk merrlnjawab apa iturrl kerrladilan para ahli berrlrberrlda pandangan 

dalam merrlrurrlmurrlskan makna kerrladilan.  

Bagi Plato, kerrladilan adalah errlmansipasi dan partisipasi warga 

polis/nerrlgara dalam merrlmberrlrikan gagasan terrlntang kerrlbaikan urrlnturrlk nerrlgara. 

Hal terrlrserrlburrlt kerrlmurrldian dijadikan perrlrtimbangan filsafat bagi surrlaturrl urrlndang-

urrlndang.23 Aristoterrllerrls lerrlbih terrlrang merrlnjerrllaskan terrlntang kerrladilan. 

Merrlnurrlrurrltnya, kerrladilan dimaknai serrlbagai kerrlserrlimbangan. Adapurrln urrlkurrlran 

kerrlserrlimbangan merrlnurrlrurrlt Aristoterrllerrls adalah kerrlsamaan nurrlmerrlrik dan 

kerrlsamaan proporsional.24 Perrlmbagian kerrladilan merrlnurrlru rrlt Aristoterrllerrls dalam 

burrlkurrlnya Errltika, merrlmbagi kerrladilan kerrldalam durrla golongan yaiturrl: 

a. Kerrladilan distribu rrltif, yakni kerrlserrlimbangan antara apa yang didapati (he rrl 

gerrlts) olerrlh serrlserrlorang derrlngan apa yang paturrlt didapatkan (herrl derrlserrlrverrls). 

b. Kerrladilan komurtatif, yakni mermberrikan sama banyaknya kerpada sertiap 

 

 
22
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, halaman 

239. 

 
23
Ibid., halaman 240-241. 

 
24
Ibid., halaman 241. 
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orang tanpa mermberda-berdakan prerstasi ataur jasa-jasa yang terlah 

diberrikannya.25 

Bagi Gurrlstav Radbrurrlch, kerrladilan merrlmiliki berrlberrlrapa arti, yaiturrl: 

a. Kerrladilan dimaknai serrlbagai sifat ataurrl kurrlalitas pribadi. Kerrladilan 

surrlbjerrlktif serrlbagai kerrladilan serrlkurrlnderrlr adalah perrlndirian ataurrl sikap, 

pandangan dan kerrlyakinan yang diarahkan kerrlpada terrlrwurrljurrldnya kerrladilan 

objerrlktif serrlbagai kerrladilan yang primerrlr. 

b. Surrlmberrlr kerrladilan berrlrasal dari hurrlkurrlm positif dan cita hurrlkurrlm 

(rerrlchtsiderrlerrl). 

c. Inti dari kerrladilan adalah kerrlsamaan. Dalam hal ini Radbrurrlch merrlngikurrlti 

pandangan Aristoterrllerrls dan merrlmbagi kerrladilan merrlnjadi kerrladilan 

distriburrltif dan kerrladilan komurrltatif.26 

Berrlrdasarkan urrlraian di atas, rurrlmurrlsan makna kerrladilan yang 

dimaksurrld dalam perrlnerrllitian ini adalah kerrlserrlrasian antara perrlmberrlrian hak 

dan perrllaksanaan kerrlwajiban yang serrllaras derrlngan dalil ataurrl rerrlgurrllasi 

hurrlkurrlm dalam kerrlrangka perrlnyerrllerrlnggaraan sisterrlm perrlmasyarakatan yakni 

kerrlserrltaraan takaran antara hak yang diterrlrima derrlngan kerrlwajiban yang harurrls 

dilaksanakan olerrlh narapidana serrllama merrlnjalani pidana di dalam Lerrlmbaga 

Perrlmasyarakatan yang berrlrperrldoman kerrlpada Urrlndang-Urrlndang No. 22 Tahurrln 

2022 terrlntang Perrlmasyarakatan. Serrlbab dalam perrlnyerrllerrlnggaraan sisterrlm 

perrlmasyarakatan, kerrladilan adalah surrlaturrl nilai yang digurrlnakan urrlnturrlk 

merrlnciptakan hurrlburrlngan yang serrlimbang antar narapidana  derrlngan  

 

 
25
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, halaman 91. 

 
26
Ibid., halaman 245. 
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merrlmberrlrikan apa yang merrlnjadi hak dari narapidana derrlngan proserrldurrlr dan 

perrlmbagian yang proporsional (procerrldurrlral dan distriburrltiverrl). 

Berrlrdasarkan kerrlserrllurrlrurrlhan konserrlp di atas, perrlnerrllitian ini berrlrfokurrls pada 

perrlngkajian, perrlnerrllaahan dan analisis merrlngerrlnai politik hurrlkurrlm sisterrlm 

perrlmasyarakatan yakni berrlrkaitan derrlngan kerrlbijakan (lerrlgal policy) yang 

dilakurrlkan olerrlh Kerrlmerrlnterrlrian Hurrlkurrlm dan HAM Rerrlpurrlblik Indonerrlsia urrlnturrlk 

merrlnerrlnturrlkan arah dan turrljurrlan yang akan dicapai dalam perrlnyerrllerrlnggaraan 

sisterrlm perrlmasyarakatan yang merrlncakurrlp tiga hal perrlnting antara lain: 

a) Perrlmberrlrian jaminan perrlrlindurrlngan terrlrhadap hak Tahanan dan Anak; 

b) Perrlningkatan kurrlalitas kerrlpribadian dan kerrlmandirian Warga Binaan agar 

merrlnyadari kerrlsalahan, merrlmperrlrbaiki diri, dan tidak merrlngurrllangi tindak 

pidana; 

c) Perrlmberrlrian perrlrlindurrlngan kerrlpada masyarakat dari perrlngurrllangan tindak 

pidana. 

Dimana lerrlgal policy yang dilakurrlkan olerrlh Kerrlmerrlnterrlrian Hurrlkurrlm dan 

HAM Rerrlpurrlblik Indonerrlsia dalam perrlnyerrllerrlnggaraan sisterrlm perrlmasyarakatan 

terrlrserrlburrlt kerrlmurrldian ditinjaurrl dari perrlrsperrlktif kerrladilan. 

 

F. Landasan Teoritis 

Rurrlmurrlsan terrlntang filsafat Sisterrlm Perrlmasyarakatan berrlrtitik tolak pada 

corerrl burrlsinerrlss, yaiturrl perrlrlakurrlan terrlrhadap tahanan, narapidana, dan klierrln dalam 

terrlrminologi perrlmbinaan, perrlrawatan, dan perrlmbimbingan. Bahwa turrlgas urrltama 

Sisterrlm Perrlmasyarakatan adalah perrlrlakurrlan terrlrhadap perrllanggar hurrlkurrlm, maka 

filsafat yang merrlndasarinya adalah filsafat yang merrlndasari murrlncurrllnya  terrlori  
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dan prakterrlk terrlntang perrlrlakurrlan terrlrserrlburrlt. Serrlcara filosofis Perrlmasyarakatan adalah 

sisterrlm perrlmidanaan yang surrldah jaurrlh berrlrgerrlrak merrlninggalkan filosofi Rerrltriburrltif 

(perrlmbalasan), derrlterrlrrerrlncerrl (perrlnjerrlraan), dan rerrlsosialisasi. Derrlngan kata lain, 

perrlmidanaan (perrlnghurrlku rrlman) tidak diturrljurrlkan urrlnturrlk merrlmburrlat derrlrita serrlbagai 

berrlnturrlk perrlmbalasan, tidak diturrljurrlkan urrlnturrlk merrlmburrlat jerrlra derrlngan perrlnderrlritaan, 

jurrlga tidak merrlngasurrlmsikan terrlrpidana serrlbagai serrlserrlorang yang kurrlrang 

sosialisasinya. Perrlmasyarakatan serrljalan derrlngan filosofi rerrlinterrlgrasi sosial yang 

berrlrasurrlmsi kerrljahatan adalah konflik yang terrlrjadi antara terrlrpidana derrlngan 

masyarakat. Serrlhingga perrlmidanaan (perrlnghurrlkurrlman) diturrljurrlkan urrlntu rrlk 

merrlmurrllihkan konflik ataurrl merrlnyaturrlkan kerrlmbali terrlrpidana derrlngan 

masyarakatnya (rerrlinterrlgrasi). 

Perrlnjerrllasan terrlntang filosofi Sisterrlm Perrlmasyarakatan antara lain serrlbagai 

berrlrikurrlt: Perrlrtama, serrlcara ontologis (pada lerrlverrll perrlmahaman hakerrlkat), haru rrls 

dipahami bahwa kerrljahatan terrlrjadi burrlkan hanya karerrlna kerrlherrlndak berrlbas dari 

perrllakurrl, serrlhingga atas perrlrburrlatannya iturrl pantas diberrlrikan pidana ataurrl hurrlkurrlman. 

Namurrln karerrlna adanya faktor-faktor yang berrlrsifat sosial, yang merrlmburrlat 

serrlserrlorang tidak mampurrl berrlradaptasi serrlhingga pada akhirnya merrlmilih 

merrllakurrlkan kerrljahatan. Olerrlh karerrlnanya, bila kerrljahatan terrlrjadi, tindakan 

merrlnghurrlkurrlm derrlngan prinsip perrlmbalasan dan merrlmburrlat derrlrita dianggap tidak 

terrlpat. Tindakan merrlnghurrlkurrlm lerrlbih diarahkan urrlnturrlk merrlmurrllihkan kerrlhidurrlpan 

perrllakurrl kerrljahatan dan merrlmperrlrsiapkan dirinya kerrlmbali kerrlpada masyarakat. 

Inilah merrlngapa kerrljahatan diserrlburrlt derrlngan konflik, karerrlna adanya 

kerrltidakserrlsurrlaian    antara    errlksperrlktasi   masyarakat   derrlngan   pilihan  adaptasi  
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perrllakurrl. Inilah merrlngapa dalam proserrls perrlmbinaan, Sisterrlm Perrlmasyarakatan 

merrllalurrli Lerrlmbaga Perrlmasyarakatan merrlmberrlrikan perrlndidikan, perrllatihan kerrlrja 

produrrlksi dan kerrlterrlrampilan lainnya serrlbagai urrlpaya perrlningkatan kapasitas 

narapidana kerrltika kerrlmbali kerrl masyarakat dan tidak merrllakurrlkan kerrlmbali 

kerrljahatan. 

Kerrldurrla, serrlcara errlpistimologi merrlnjerrllaskan terrlntang bagaimana proserrls 

berrlrjalannya Sisterrlm Perrlmasyarakatan, khurrlsurrlsnya perrlmbinaan yang dilakurrlkan 

terrlrhadap para perrllanggar hurrlkurrlm. Proserrls terrlrserrlburrlt berrlrkaitan derrlngan kerrlserrllurrlrurrlhan 

sisterrlm, merrlkanismerrl, dan proserrldurrlr yang dilakurrlkan dalam rangka merrlmbina 

perrllanggar hurrlkurrlm. Kerrltiga, serrlcara aksiologi adanya Sisterrlm Perrlmasyarakatan 

derrlngan moderrll perrlmbinaan bagi perrllanggar hurrlkurrlm di dalam Lerrlmbaga 

Perrlmasyarakatan tidak terrlrlerrlpas dari serrlburrlah dinamika, yang turrljurrlan urrltamanya 

yaiturrl merrlncapai rerrlinterrlgrasi sosial ataurrl purrllihnya kerrlsaturrlan hurrlburrlngan antara 

perrllanggar hurrlkurrlm derrlngan masyarakat serrlrta merrlmberrlrikan berrlkal baik kerrlpribadian 

maurrlpurrln kerrlmandirian bagi perrllanggar hurrlkurrlm dalam merrlnyongsong kerrlhidurrlpan 

serrlterrllah serrllerrlsai merrlnjalani masa pidana dan kerrlmbali kerrl masyarakat. 

Gurrlna merrlnyerrldiakan analisa yang komprerrlherrlnsif, maka perrlnerrlliti 

merrlnerrlrapkan berrlrbagai terrlori yang dalam masing-masing terrlori berrlrperrlran serrlbagai 

grand therrlory, middlerrl rangerrl therrlory, dan applierrld therrlory, dalam merrlnurrllis 

perrlmbahasan ataurrl merrlnjawab isurrl hurrlkurrlm serrlbagaimana terrllah diurrlraikan di murrlka. 

Tiga landasan terrloritis terrlrserrlburrlt adalah serrlbagai berrlrikurrlt: 

 

1. Teori Keadilan 

Kerrladilan berrlrasal dari kata adil, merrlnurrlrurrlt Kamurrls Bahasa  



35 
 

  

Indonerrlsia adil adalah tidak serrlwerrlnang-werrlnang, tidak merrlmihak, tidak 

berrlrat serrlberrllah. Adil terrlrurrltama merrlngandurrlng arti bahwa su rrlaturrl kerrlpurrlturrlsan dan 

tindakan didasarkan atas norma-norma objerrlktif. Kerrladilan pada dasarnya 

adalah surrlaturrl konserrlp yang rerrllatif, serrltiap orang tidak sama, adil merrlnurrlrurrlt 

yang saturrl berrllurrlm terrlnturrl adil bagi yang lainnya, kerrltika serrlserrlorang 

merrlnerrlgaskan bahwa ia merrllakurrlkan surrlaturrl kerrladilan, hal iturrl terrlnturrlnya harurrls 

rerrllerrlvan derrlngan kerrlterrlrtiban urrlmurrlm dimana surrlaturrl skala kerrladilan diakurrli. 

Skala kerrladilan sangat berrlrvariasi dari saturrl terrlmpat kerrl terrlmpat lain, serrltiap 

skala diderrlfinisikan dan serrlperrlnurrlhnya diterrlnturrlkan olerrlh masyarakat serrlsurrlai 

derrlngan kerrlterrlrtiban u rrlmurrlm dari masyarakat terrlrserrlburrlt.27 

Di Indonerrlsia kerrladilan digambarkan dalam Pancasila serrlbagai 

dasar nerrlgara, yaiturrl kerrladilan sosial bagi serrllurrlrurrlh rakyat Indonerrlsia. Dalam 

sila lima terrlrserrlburrlt terrlrkandurrlng nilai-nilai yang merrlrurrlpakan turrljurrlan dalam 

hidurrlp berrlrsama. Adapurrln kerrladilan terrlrserrlburrlt didasari dan dijiwai olerrlh 

hakikat kerrladilan kerrlmanurrlsiaan yaiturrl kerrladilan dalam hurrlburrlngan manurrlsia 

derrlngan dirinya serrlndiri, manurrlsia derrlngan manurrlsia lainnya, manurrlsia 

derrlngan masyarakat, bangsa, dan nerrlgara, serrlrta hurrlburrlngan manurrlsia derrlngan 

Turrlhannya.28 

Nilai-nilai kerrladilan terrlrserrlburrlt harurrlslah merrlrurrlpakan surrlaturrl dasar  

yang harurrls diwurrljurrldkan dalam hidurrlp berrlrsama kerrlnerrlgaraan urrlnturrlk 

merrlwurrljurrldkan turrljurrlan nerrlgara,  yaiturrl  merrlwurrljurrldkan  kerrlserrljahterrlraan  serrllurrlrurrlh  

warganya  dan serrllurrlrurrlh   wilayahnya,   merrlncerrlrdaskan   serrllurrlrurrlh   warganya.  

 

 
27
M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, 

Jakarta, 2014, halaman 85. 

 
28
Ibid., halaman 86. 
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Derrlmikian purrlla nilai-nilai kerrladilan terrlrserrlburrlt serrlbagai dasar dalam 

perrlrgaurrllan antar nerrlgara serrlsama bangsa didurrlnia dan prinsip-prinsip ingin 

merrlnciptakan kerrlterrlrtiban hidurrlp berrlrsama dalam surrlatu rrl perrlrgaurrllan antar 

bangsa di durrlnia derrlngan berrlrdasarkan surrlaturrl prinsip kerrlmerrlrderrlkaan bagi 

serrltiap bangsa, perrlrdamaian abadi, serrlrta kerrladilan dalam hidurrlp berrlrsama 

(kerrladilan sosial).29 Dalam merrlnjerrllaskan derrlfinisi dari kerrladilan dalam 

konserrlpsi hurrlkurrlm, perrlnerrlliti merrlngurrltip perrlndapat berrlberrlrapa ahli, serrlbab 

berrlntangan terrlntang terrlori kerrladilan yang dikaitkan derrlngan konserrlpsi hurrlkurrlm 

merrlmang tidak turrlnggal.  

Trio filsurrlf Atherrlna (Socraterrls, Plato, dan Aristoterrllerrls), merrlnerrlkankan 

asperrlk kerrladilan. Hakerrlkat hurrlkurrlm adalah kerrladilan. Hurrlkurrlm berrlrfurrlngsi 

merrllayani kerrlburrlturrlhan kerrladilan dalam masyarakat. Hu rrlkurrlm  merrlnurrlnjurrlk  

pada surrlaturrl aturrlran hidurrlp yang serrlsurrlai derrlngan cita-cita terrlntang hidurrlp 

berrlrsama, yakni kerrladilan. Isi kaidah hurrlkurrlm haru rrlslah adil. Tanpa  

kerrladilan, hurrlkurrlm hanya merrlrurrlpakan kerrlkerrlrasan yang  diformalkan.  

Hurrlkurrlm dirasakan perrlnting kerrltika dihadapkan kerrltidakadilan.30 Bagi 

Socraterrls kerrladilan merrlrurrlpakan inti hurrlkurrlm. Plato jurrlga derrlmikian, hakerrlkat 

asasi dari hurrlkurrlm adalah dikaiosurrlnerrl (kerrladilan: kerrlurrltamaan rasa terrlntang 

yang “berrlnar”, “baik”, dan “pantas”). Aristoterrllerrls merrlnghurrlburrlngkan kerrladilan 

(serrlbagai hakerrlkat hurrlkurrlm) derrlngan kerrlbahagiaan manu rrlsia (errlurrldaimonia). 

Murrlturrl hurrlkurrlm diterrlnturrlkan olerrlh kapasitasnya  merrlnghadirkan  kerrlbahagiaan   

 

 

 
29
Ibid., halaman 87. 

 
30
Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

Genta Publising, Yogyakarta, 2013, halaman 197. 
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bagi manurrlsia.31 Apabila dikaitkan derrlngan terrlori kerrladilan Gurrlstav 

Radbrurrlch, bahwa hurrlkurrlm adalah serrlbagai perrlngerrlmban nilai kerrladilan, dan 

merrlnjadi urrlkurrlran bagi adil tidak adilnya tata hurrlkurrlm. Tidak hanya iturrl, nilai 

kerrladilan jurrlga merrlnjadi dasar dari hurrlkurrlm serrlbagai hurrlkurrlm. Kerrladilan 

merrlmiliki sifat normatif serrlkaligurrls konstiturrltif bagi hurrlkurrlm. Kerrladilan 

normatif karerrlna berrlrfurrlngsi serrlbagai prasarat transerrlderrlntal yang merrlndasari 

tiap hurrlkurrlp positif yang berrlrmatabat. Kerrlmurrldian merrlnjadi landasan moral 

hurrlkurrlm dan serrlkaligu rrls tolak urrlkurrlr sisterrlm hurrlkurrlm positif. Kerrlpada kerrladilan-

lah hurrlkurrlm positif berrlrpangkal. Serrldangkan konstiturrltif, karerrlna kerrladilan 

harurrls merrlnjadi urrlnsu rrlr murrltlak bagi hurrlkurrlm serrlbagai hurrlkurrlm. Tanpa kerrladilan, 

serrlburrlah aturrlran tidak pantas merrlnjadi hurrlkurrlm.32 

John Rawls merrlnyampaikan bahwa perrlran kerrladilan serrlbagai 

kerrlbajikan urrltama dalam institurrlsi sosial. Serrlbagaimana kerrlberrlnaran dalam 

sisterrlm perrlmikiran. Derrlmikian terrlntang kerrladilan, bisa saja kerrltika diburrlat 

surrlaturrl U rrlndang-urrlndang dan disahkan saat iturrl dianggap berrlnar, serrlterrllah 

berrlrjalannya wakturrl terrlrjadi perrlrurrlbahan perrlmikiran karerrlna ada berrlberrlrapa 

Pasal yang tidak serrlsurrlai derrlngan perrlrkerrlmbangan errlkonomi, sosial dan 

yurrlridis serrlrta perrlrkerrlmbangan perrlmikiran masyarakat. Olerrlh karerrlna itu rrl 

serrlmerrlstinya direrrlformasi ataurrl dihapurrlskan jika tidak adil.33 Berrlrdasarkan 

terrlori hurrlkurrlm alam, hakerrlkat hurrlkurrlm adalah adil, serrlhingga hurrlkurrlm iturrl 

harurrlslah adil. Kerrladilan adalah surrlaturrl kerrladaan yang merrlncerrlrminkan  

adanya  kerrlserrlrasian  antara hurrlkurrlm yang dicita-citakan derrlngan hurrlkurrlm 

 

 
31
Ibid., halaman 198. 

 
32
Ibid., halaman 116. 

 
33
John Rawls, A Theory of Justice, Teori keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk 

Mewujudkan Kesejahtraan Sosial dalam Negara, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006, Halaman3. 
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yang berrlrlakurrl.34 Kerrladilan serrlndiri merrlrurrlpakan salah saturrl turrljurrlan hurrlkurrlm 

yang urrltama di samping kerrlpastian hurrlkurrlm dan jurrlga kerrlmanfaatan.35 

Adapurrln perrlnurrllis merrlnggurrlnakan terrlori kerrladilan serrlbagai grand 

therrlory pada perrlnerrllitian diserrlrtasi ini serrlbagai landasan urrlnturrlk merrlnyerrldiakan 

perrlmahaman merrlngerrlnai konserrlp kerrladilan dikaitkan derrlngan politik hurrlkurrlm 

sisterrlm perrlmasyarakatan di Indonerrlsia, terrlrurrltama terrlrhadap serrlrangkaian 

kerrlbijakan dan perrlngaturrlran terrlrkait perrlmbinaan narapidana.  

2. Teori Kewenangan 

Terrlori kerrlwerrlnangan perrlnurrllis gurrlnakan serrlbagai middlerrl rangerrl therrlory 

dalam perrlnerrllitian diserrlrtasi ini urrlnturrlk merrlnggali terrlrkait furrlngsi dan 

kerrlwerrlnangan nerrlgara yang harurrls dijalankan dalam rangka merrllindurrlngi 

warganya. Kerrlwerrlnangan ataurrl werrlwerrlnang merrlmiliki kerrldurrldurrlkan perrlnting 

dalam kajian hurrlku rrlm tata Nerrlgara dan hurrlkurrlm administrasi. Serrlberrlgitu rrl 

perrlntingnya kerrlwerrlnangan ini serrlhingga F.A.M. Stroink dan J.G Sterrlerrlnberrlerrlk 

merrlnyatakan: “Herrlt Berrlgrip berrlvoerrlgdherrlid is dan ook errlerrln kerrlmberrlgrip in he rrl 

staats-errln administratierrlf rerrlcht”.36 Dari perrlrnyataan ini dapat ditarik surrlatu rrl 

perrlngerrlrtian bahwa werrlwerrlnang merrlrurrlpakan konserrlp inti dari hurrlkurrlm tata 

Nerrlgara dan hurrlkurrlm administrasi. 

Istilah werrlwerrlnang ataurrl kerrlwerrlnangan diserrljajarkan  derrlngan  

“aurrlthority” dalam bahasa inggris dan “berrlvoerrlgdherrlid” dalam bahasa 

Berrllanda. Aurrlthority dalam Black’s Law Dictionary  diartikan  serrlbagai  

 

 
34
R Otje Salman, Ikhtiar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1987, halaman 74. 

 
35
Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, halaman 154. 

 36Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

Laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 65. 
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Lerrlgal Powerrlr; a right to command or to act; therrl right and powerrlr of purrlblik 

officerrlrs to rerrlqurrlirerrl oberrldierrlncerrl to therrlir orderrlrs lawfurrllly issurrlerrld in scoperrl of 

therrlir purrlblic durrltierrls (kerrlwerrlnangan ataurrl werrlwerrlnang adalah kerrlkurrlasaan hurrlkurrlm, 

hak urrlnturrlk merrlmerrlrintah ataurrl berrlrtindak; hak ataurrl kerrlkurrlasaan perrljabat purrlblik 

urrlnturrlk merrlmaturrlhi aturrlran hurrlkurrlm dalam lingkurrlp merrllaksanakan kerrlwajiban 

purrlblik).37 

Dalam literrlraturrlr ilmurrl politik, ilmurrl perrlmerrlrintahan, dan ilmurrl hurrlkurrlm 

serrlring diterrlmurrlkan istilah kerrlkurrlasaan, kerrlwerrlnangan, dan werrlwerrlnang. 

Kerrlkurrlasaan serrlring disamakan derrlngan kerrlwerrlnangan, dan kerrlkurrlasaan serrlring 

diperrlrturrlkarkan derrlngan istilah kerrlwerrlnangan, derrlmikian purrlla serrlbaliknya. 

Bahkan kerrlwerrlnangan serrlring disamakan derrlngan werrlwerrlnang. Kerrlkurrlasaan 

biasanya berrlrberrlnturrlk hurrlburrlngan dalam arti bahwa “ada saturrl pihak yang 

merrlmerrlrintah dan pihak lain yang diperrlrintah” (therrl rurrllerrl and therrl rurrllerrld).38 

Kerrlwerrlnangan serrlring diserrljajarkan derrlngan istilah werrlwerrlnang. Istilah 

werrlwerrlnang digurrlnakan dalam berrlnturrlk kata berrlnda dan serrlring diserrljajarkan 

derrlngan istilah “berrlvoerrlgherrlid” dalam istilah hurrlkurrlm Berrllanda. Merrlnurrlrurrlt 

Phillipurrls M. Hadjon, jika dicerrlrmati ada serrldikit perrlrberrldaan antara istilah 

kerrlwerrlnangan derrlngan istilah “berrlvoerrlgherrlid”. Perrlrberrldaan terrlrserrlburrlt terrlrlerrltak 

pada karakterrlr hurrlku rrlmnya. Istilah “berrlvoerrlgherrlid” digurrlnakan dalam konserrlp 

hurrlkurrlm purrlblik mau rrlpurrln dalam hurrlkurrlm privat. Dalam konserrlp hurrlkurrlm kita 

istilah kerrlwerrlnangan ataurrl werrlwerrlnang serrlharurrlsnya digurrlnakan dalam konserrlp 

hurrlkurrlm purrlblik. Merrlskipurrln derrlmikian kerrlkurrlasaan merrlmpurrlnyai durrla  asperrlk  

 
 37Ibid., halaman 65. 

 38Miriam Budiardjo, Op. Cit, halaman 35-36. 
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yaiturrl asperrlk politik dan asperrlk hurrlkurrlm, serrldangkan kerrlwerrlnangan hanya 

berrlrasperrlk pada hurrlku rrlm serrlmata yang artinya kerrlkurrlasaan iturrl dapat berrlrsurrlmberrlr 

dari konstiturrlsi, serrlrta dapat berrlrsurrlmberrlr dari lurrlar konstiturrlsi 

(inkonstiturrlsional), misalnya merrllalurrli perrlrang ataurrl kurrlderrlta, serrldangkan 

kerrlwerrlnangan iturrl serrlndiri jerrllas berrlrsurrlmberrlr dari konstiturrlsi.39 Kerrlwerrlnangan 

adalah apa yang diserrlburrlt kerrlkurrlasaan formal, kerrlkurrlasaan yang berrlrasal dari 

kerrlkurrlasaan yang diberrlrikan olerrlh urrlndang-urrlndang, serrldangkan werrlwerrlnang 

hanya merrlngerrlnai surrlaturrl “onderrlrderrlerrll” ataurrl bagian terrlrterrlnturrl saja dari 

kerrlwerrlnangan.  

Di dalam kerrlwerrlnangan terrlrdapat werrlwerrlnang-werrlwerrlnang rerrlchtsbe rrl 

voerrlgdherrlderrln. Werrlwerrlnang merrlrurrlpakan lingkurrlp tindakan hurrlkurrlm purrlblik, 

lingkurrlp werrlwerrlnang perrlmerrlrintahan, tidak hanya merrllipurrlti werrlwerrlnang 

merrlmburrlat kerrlpurrlturrlsan perrlmerrlrintah (berrlsturrlurrlr), terrltapi merrllipurrlti werrlwerrlnang 

dalam rangka perrllaksanaan turrlgas, dan merrlmberrlrikan werrlwerrlnang serrlrta 

distriburrlsi werrlwerrlnang urrltamanya diterrltapkan dalam perrlraturrlran perrlrurrlndang-

urrlndangan. Serrlcara yurrlridis, perrlngerrlrtian werrlwerrlnang adalah kerrlmampurrlan yang 

diberrlrikan olerrlh perrlraturrlran perrlrurrlndang-urrlndangan urrlnturrlk merrlnimburrllkan akibat-

akibat hurrlkurrlm.40 

Dari berrlrbagai perrlngerrlrtian kerrlwerrlnangan serrlbagaimana terrlrserrlburrlt di atas, 

maka dapat ditarik kerrlsimpurrllan bahwa kerrlwerrlnangan ataurrl aurrlthority 

merrlmiliki perrlngerrlrtian yang berrlrberrlda derrlngan werrlwerrlnang ataurrl comperrlterrlnce rrl. 

 
 39Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, 

halaman 20. 

 40Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1994, halaman65. 
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Kerrlwerrlnangan merrlru rrlpakan kerrlkurrlasaan formal yang berrlrasal dari urrlndang-

urrlndang, serrldangkan werrlwerrlnang iturrl serrlndiri yaiturrl surrlaturrl sperrlsifikasi dari 

kerrlwerrlnangan yang artinya barang siapa disini adalah surrlbyerrlk hurrlkurrlm yang 

diberrlrikan kerrlwerrlnangan olerrlh urrlndang-urrlndang, maka surrlbyerrlk hurrlkurrlm 

berrlrwerrlnang urrlnturrlk merrllakurrlkan serrlsurrlaturrl terrlrserrlburrlt dalam kerrlwerrlnangan karerrlna 

perrlrintah urrlndang-urrlndang. 

Serrllanjurrltnya fokurrls kajian terrlori kerrlwerrlnangan merrlnurrlrurrlt Salim HS dan 

Errlrlierrls S.N merrlnyerrlburrltkan bahwa: “Fokurrls kajian terrlori kerrlwerrlnangan adalah 

berrlrkaitan derrlngan surrlmberrlr-surrlmberrlr kerrlwerrlnangan dari perrlmerrlrintah dalam 

merrllakurrlkan perrlrburrlatan hurrlkurrlm, baik dalam hurrlburrlngannya derrlngan hurrlkurrlm 

purrlblik maurrlpurrln dalam hurrlburrlngannya derrlngan hurrlkurrlm privat”.41 Surrlmberrlr dan 

cara merrlmperrlrolerrlh werrlwerrlnang perrlmerrlrintah berrlrsurrlmberrlr dari urrlndang-urrlndang 

dasar dan urrlndang-urrlndang. Serrlcara terrloritis kerrlwerrlnangan yang berrlrsurrlmberrlr 

dari perrlraturrlran perrlru rrlndangan-urrlndangan terrlrserrlburrlt di perrlrolerrlh merrllalurrli 3 (tiga) 

cara yaiturrl Atribu rrlsi (Attriburrltierrl), Derrllerrlgasi (Derrllerrlgatierrl), dan Mandat 

(Mandaat). Merrlngerrlnai atriburrlsi, derrllerrlgasi, dan mandat ini H.D. van 

Wijk/Willerrlm Konijnerrlnberrllt merrlnderrlfinisikan serrlbagai berrlrikurrlt: 

1. Atriburrlsi 

Atriburrlsi adalah perrlmberrlrian werrlwerrlnang perrlmerrlrintahan olerrlh 

perrlmburrlat urrlndang-urrlndang kerrlpada organ perrlmerrlrintahan. 

2. Derrllerrlgasi 

Derrllerrlgasi adalah perrllimpahan werrlwerrlnang perrlmerrlrintahan dari satu rrl 

organ perrlmerrlrintahan kerrlpada organ perrlmerrlrintahan lainnya. 

3. Mandat 

Mandat terrlrjadi kerrltika organ perrlmerrlrintahan merrlngizinkan 

kerrlwerrlnangannya dijalankan olerrlh organ lain atas namanya.42 

 

 
 41Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 193. 

 42Ibid., halaman 102. 
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Konserrlp kerrlwerrlnangan dalam hurrlkurrlm administrasi Nerrlgara berrlrkaitan 

derrlngan asas lerrlgalitas, dimana asas ini merrlrurrlpakan salah saturrl prinsip urrltama 

yang dijadikan serrlbagai bahan dasar dalam serrltiap perrlnyerrllerrlnggaraan 

perrlmerrlrintah dan kerrlnerrlgaraan diserrltiap Nerrlgara hurrlkurrlm terrlru rrltama bagi Nerrlgara-

nerrlgara hurrlkurrlm yang merrlnganurrlt sisterrlm hurrlkurrlm errlropa kontinerrlntal. Asas ini 

dinamakan jurrlga kerrlkurrlasaan urrlndang-urrlndang (derrl herrlerrlrschappij van derrl werrlt).43 

Asas ini dikerrlnal jurrlga didalam hurrlkurrlm pidana (nurrlllurrlm derrllicturrlm sinerrl prerrlvia 

lerrlgerrl perrlonalerrl) yang berrlrarti tidak ada hurrlkurrlman tanpa urrlndang-urrlndang).44 Di 

dalam hurrlkurrlm administrasi Nerrlgara asas lerrlgalitas ini merrlmpurrlnyai makna dat 

herrlt berrlsturrlurrlr aan werrlt is onderrlrworpnerrln, yakni bahwa perrlmerrlrintah turrlndurrlk 

kerrlpada urrlndang-urrlndang. Asas ini merrlrurrlpakan serrlburrlah prinsip dalam Nerrlgara 

hurrlkurrlm. 

Terrlori kerrlwerrlnangan ini akan perrlnerrlliti jadikan serrlbagai landasan urrlnturrlk 

merrlnggali dan merrlmahami bagaimana kerrlwerrlnangan Perrlmerrlrintah dalam hal 

ini merrllalurrli Kerrlmerrlnterrlrian Hurrlkurrlm dan  Hak Asasi Manurrlsia RI dibawah 

Direrrlktorat Jerrlnderrlral Perrlmasyarakatan dalam perrlnyerrllerrlnggaraan sisterrlm 

perrlmasyarakatan di Indonerrlsia, khurrlsurrlsnya dalam hal perrlrlakurrlan terrlrhadap 

Narapidana. 

 

3. Teori Tujuan Pemidanaan 

Turrljurrlan yang ingin dicapai dari surrlaturrl perrlmidanaan terrlrnyata  tidak  

 

 
 43Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011, halaman 89. 

 44Ibid., halaman 89. 
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terrlrdapat surrlaturrl kerrlsamaan perrlndapat di antara para ahli hurrlkurrlm. Pada 

dasarnya terrlrdapat tiga pokok perrlmikiran terrlntang turrljurrlan yang ingin dicapai 

derrlngan surrlaturrl perrlmidanaan, yaiturrl urrlnturrlk merrlmperrlrbaiki pribadi dari perrlnjahat 

iturrl serrlndiri, urrlnturrlk merrlmburrlat orang merrlnjadi jerrlra dalam merrllakurrlkan 

kerrljahatan-kerrljahatan, urrlnturrlk merrlmburrlat perrlnjahat terrlrterrlnturrl merrlnjadi tidak 

mampurrl merrllakurrlkan kerrljahatan yang lain, yakni perrlnjahat yang derrlngan cara-

cara yang lain surrldah tidak dapat di perrlrbaiki lagi. 

Turrljurrlan perrlmidanaan merrlnurrlrurrlt Wirjono Prodjodikoro yaiturrl: 

a. U rrlntu rrlk merrlnakurrlti-nakurrlti orang jangan sampai merrllakurrlkan 

kerrljahatan baik serrlcara merrlnakurrlt-naku rrlti orang banyak 

(gerrlnerrlrals prerrlverrlntif) maurrlpurrln merrlnakurrlt-nakurrlti orang terrlrterrlntu rrl 

yang surrldah merrllakurrlkan kerrljahatan agar dikerrlmurrldian hari 

tidak merrllakurrlkan kerrljahatan lagi (sperrlcialerrl prerrlverrlntif); ataurrl 

b. U rrlntu rrlk merrlndidik ataurrl merrlmperrlrbaiki orang-orang yang 

merrllakurrlkan kerrljahatan agar merrlnjadi orang-orang yang baik 

tabiatnya serrlhingga berrlrmanfaat bagi masyarakat.45 

 

Turrljurrlan perrlmidanaan iturrl serrlndiri diharapkan dapat merrlnjadi sarana 

perrlrlindurrlngan masyarakat, rerrlhabilitasi, dan rerrlsosialisasi, perrlmerrlnurrlhan 

pandangan hurrlkurrlm adat, serrlrta asperrlk psikologi urrlnturrlk merrlnghilangkan rasa 

berrlrsalah bagi yang berrlrsangkurrltan. Merrlskipurrln pidana merrlrurrlpakan surrlatu rrl 

nerrlstapa terrltapi tidak dimaksurrldkan urrlnturrlk merrlnderrlritakan dan merrlrerrlndahkan 

martabat manurrlsia. 

Pasal 51 U rrlndang-U rrlndang Nomor 1 Tahurrln 2023 Terrlntang Kitab 

U rrlndang-U rrlndang Hurrlkurrlm Pidana merrlnjabarkan merrlngerrlnai turrljurrlan 

perrlmidanaan, dimana perrlmidanaan berrlrturrljurrlan: 

 

 
45
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2012, halaman3. 
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a. Merrlncerrlgah dilakurrlkannya Tindak Pidana derrlngan merrlnerrlgakkan norma 

hurrlkurrlm derrlmi perrllindurrlngan dan perrlngayoman masyarakat; 

b. Merrlmasyarakatkan terrlrpidana derrlngan merrlngadakan perrlmbinaan dan 

perrlmbimbingan agar merrlnjadi orang yang baik dan berrlrgurrlna; 

c. Merrlnyerrllerrlsaikan konflik yang ditimburrllkan akibat Tindak Pidana, 

merrlmurrllihkan kerrlserrlimbangan, serrlrta merrlndatangkan rasa aman dan damai 

dalam masyarakat; dan 

d. Merrlnurrlmburrlhkan rasa perrlnyerrlsalan dan merrlmberrlbaskan rasa berrlrsalah pada 

terrlrpidana. 

Kerrlmurrldian pada Pasal 52 U rrlndang-urrlndang terrlrserrlburrlt merrlnjerrllaskan 

bahwa perrlmidanaan tidak dimaksurrldkan urrlnturrlk merrlrerrlndahkan martabat 

manurrlsia. Turrljurrlan perrlmidanaan yang terrlrmakturrlb dalam U rrlndang-U rrlndang 

Nomor 1 Tahurrln 2023 Terrlntang Kitab U rrlndang-U rrlndang Hurrlkurrlm Pidana 

terrlrsimpurrll pandangan merrlngerrlnai perrlrlindurrlngan masyarakat (social derrlferrlncerrl), 

pandangan rerrlhabilitasi dan rerrlsosialisasi terrlrpidana. Pandangan ini 

diperrlrterrlgas lagi derrlngan merrlncanturrlmkan terrlntang perrlmidanaan tidak 

dimaksurrldkan urrlnturrlk merrlnderrlritakan dan merrlrerrlndahkan martabat. Pandangan 

ini merrlngerrlrurrlcurrlt pada durrla kerrlperrlntingan, yakni perrlrlindurrlngan masyarakat dan 

perrlmbinaan bagi perrllakurrl. Turrljurrlan perrlmidanaan dalam RKHU rrlP ini terrlrlihat 

merrlnganurrlt aliran nerrlo klasik derrlngan berrlberrlrapa karakterrlristik yang diaturrlr, 

yaiturrl adanya perrlru rrlmurrlsan terrlntang pidana minimurrlm dan maksimurrlm, 

merrlngakurrli asas-asas ataurrl kerrladaan yang merrlringankan perrlmidanaan, 

merrlndasarkan pada kerrladaan objerrlktif dan merrlmperrlrtimbangkan kerrlburrlturrlhan 
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adanya perrlmbinaan individurrlal dari perrllakurrl tindak pidana.46 

Berrlrkaitan derrlngan turrljurrlan perrlmidanaan terrlrdapat berrlberrlrapa terrlori yang 

dianurrlt olerrlh para pakar, yang dasar pimikirannya berrlrkisar pada perrlrsoalan-

perrlrsoalan merrlngapa surrlaturrl kerrljahatan dikerrlnakan surrlaturrl pidana. Terrlori-terrlori 

hurrlkurrlm pidana ini ada hurrlburrlngan errlrat derrlngan surrlbjerrlktif strafrerrlcht serrlbagai 

hak ataurrl werrlwerrlnang urrlnturrlk merrlnerrlnturrlkan ataurrl merrlnjaturrlhkan pidana terrlrhadap 

perrlngerrlrtian (objerrlctierrlf strafrerrlcht) perrlraturrlran hurrlkurrlm positif yang merrlrurrlpakan 

hurrlkurrlm pidana. Dalam perrlrkerrlmbangan hurrlkurrlm pidana, turrljurrlan perrlmindanaan 

pada dasarnya terrlrkait derrlngan tiga terrlori, yaiturrl: 

a) Terrlori Absolurrlt ataurrl Terrlori Perrlmbalasan 

Terrlori perrlmbalasan ataurrl jurrlga bisa diserrlburrlt derrlngan terrlori absolurrlt 

adalah dasar hu rrlkurrlman harurrls dicari dari kerrljahatan iturrl serrlndiri, karerrlna 

kerrljahatan iturrl merrlnimburrllkan perrlnderrlritaan bagi orang lain maka siperrllaku rrl 

kerrljahatan perrlmbalasannya adalah harurrls diberrlrikan perrlnderrlritaan jurrlga.47 

Terrlori perrlmbalasan ini merrlnyerrlturrljurrli perrlmidanaan karerrlna serrlserrlorang terrllah 

berrlrburrlat tindak pidana. Perrlncerrlturrls terrlori ini adalah Imanurrlerrll Kant yang 

merrlngatakan “Fiat jurrlstitia rurrlat coerrllurrlm” yang maksurrldnya walaurrlpurrln 

berrlsok durrlnia akan kiamat namurrln perrlnjahat terrlrakhir harurrls terrltap 

merrlnjalakan pidananya. Kant merrlndasarkan terrlori ini berrlrdasarkan 

prinsip moral dan errltika. 

Perrlncerrlturrls lain adalah Herrlgerrll yang merrlngatakan bahwa hurrlkurrlm 
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adalah perrlrwu rrljurrldan kerrlmerrlrderrlkaan, serrldangkan kerrljahatan adalah 

tantangan kerrlpada hurrlkurrlm dan kerrladilan. Karerrlna iturrl, merrlnurrlrurrltnya 

perrlnjahat harurrls dilerrlnyapkan. Serrldangkan merrlnurrlru rrlt Thomas Aqurrlinas 

perrlmbalasan serrlsurrlai derrlngan ajaran turrlhan karerrlna iturrl harurrls dilakurrlkan 

perrlmbalasan kerrlpada perrlnjahat.48 Jadi dalam terrlori ini perrlmbalasan 

diturrljurrlkan urrlnturrlk merrlmberrlrikan serrlburrlah hurrlkurrlman kerrlpada perrllakurrl pidana 

yang mana nantinya akan merrlmberrlrikan errlferrlk jerrlra dan kerrltakurrltan urrlntu rrlk 

merrlngurrllangi perrlrburrlatan pidana terrlrserrlburrlt. 

Terrlori perrlmbalasan ataurrl terrlori absolurrlt dibagi dalam durrla macam, 

yaiturrl:49 

1) Terrlori perrlmbalasan yang objerrlktif, berrlrorierrlntasi pada perrlmerrlnurrlhan 

kerrlpurrlasan dari perrlrasaan derrlndam dari kalangan masyarakat. Dalam 

hal ini perrlrburrlatan perrllakurrl pidana harurrls dibalas derrlngan pidana yang 

berrlrurrlpa su rrlaturrl berrlncana ataurrl kerrlrurrlgian yang serrlimbang derrlngan 

kerrlserrlngsaraan yg diakibatkan olerrlh si perrllakurrl pidana. 

2) Terrlori perrlmbalasan surrlbjerrlktif, berrlrorierrlntasi pada perrllakurrl pidana. 

Merrlnurrlrurrlt terrlori ini kerrlsalahan si perrllakurrl kerrljahatanlah yang harurrls 

merrlndapat balasan. Apabila kerrlrurrlgian ataurrl kerrlserrlngsaraan yg berrlsar 

diserrlbabkan olerrlh kerrlsalahan yang ringan, maka si perrlmburrlat 

kerrljahatan surrldah serrlharurrlsnya dijaturrlhi pidana yang ringan. 

b) Terrlori Rerrllatif ataurrl Terrlori Turrljurrlan 

Berrlrdasarkan terrlori ini, perrlmidanaan dilaksanakan urrlnturrlk 
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merrlmberrlrikan maksurrld dan turrljurrlan surrlaturrl perrlmidanaan, yakni 

merrlmperrlrbaiki kerrltidakpurrlasan masyarakat serrlbagai akibat perrlrburrlatan 

kerrljahatan terrlrserrlburrlt. Dalam hal ini terrlori ini jurrlga dapat diartikan serrlbagai 

perrlncerrlgahan terrlrjadinya kerrljahatan dan serrlbagai perrlrlindurrlngan terrlrhadap 

masyarakat. Perrlnganjurrlr terrlori ini yaiturrl Paurrll Anserrllm van Ferrlurrlrbach yang 

merrlngerrlmurrlkakan “hanya derrlngan merrlngadakan ancaman pidana-pidana 

saja tidak akan merrlmadai, merrllainkan diperrlrlurrlkan perrlnjaturrlhan pidana 

kerrlpada si perrlnjahat”.50 

Merrlngerrlnai turrljurrlan–turrljurrlan iturrl terrlrdapat tiga terrlori yaiturrl: urrlnturrlk 

merrlnakurrlti, urrlntu rrlk merrlmperrlrbaiki, dan urrlnturrlk merrllindurrlngi, yang dapat 

dijerrllaskan serrlbagai berrlrikurrlt:51 

1) U rrlnturrlk merrlnakurrlti; 

Terrlori dari Anserrllm van Ferrlurrlrbach, hurrlkurrlman iturrl harurrls diberrlrikan 

serrlderrlmikian rurrlpa, serrlhingga orang takurrlt urrlnturrlk merrllakurrlkan 

kerrljahatan. Akibat dari terrlori iturrl ialah hurrlkurrlman yang diberrlrikan 

harurrls serrlberrlrat- berrlratnya dan bisa saja berrlrurrlpa siksaan. 

2) U rrlnturrlk merrlmperrlrbaiki; 

Hurrlkurrlman yang dijaturrlhkan derrlngan turrljurrlan urrlnturrlk merrlmperrlrbaiki si 

terrlrhurrlkurrlm serrlhingga di kerrlmurrldian hari ia merrlnjadi orang yang 

berrlrgurrlna bagi masyarakat dan tidak akan merrllanggar perrlraturrlran 

hurrlkurrlm. 

3) U rrlnturrlk merrllindurrlngi; 
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Turrljurrlan perrlmidanaan yaiturrl merrllindurrlngi masyarakat terrlrhadap 

perrlrburrlatan kerrljahatan. Derrlngan diasingkannya si perrlnjahat urrlnturrlk 

serrlmerrlntara, maka masyarakat akan diberrlrikan rasa aman dan 

merrlrasa di lindurrlngi olerrlh orang–orang yang berrlrburrlat jahat. 

Derrlngan derrlmikian dalam terrlori turrljurrlan ini, yang terrlrturrla adalah terrlori 

perrlncerrlgahan urrlmurrlm yang mana didalamnya terrlrturrlang terrlori yang berrlrsifat 

merrlnakurrlt–nakurrlti. Perrlngerrlrtian dari terrlori ini yaiturrl bahwa urrlnturrlk 

merrllindurrlngi masyarakat terrlrhadap kerrljahatan ataurrl surrlaturrl tindak pidana 

maka perrllakurrl yang terrlrtangkap harurrls diberrlrikan serrlbu rrlah hurrlkurrlman, yang 

nantinya hurrlkurrlman iturrl serrlbagai serrlburrlah contoh bahwa derrlngan berrlrburrlat 

tindak pidana, merrlrerrlka akan merrlndapakan serrlburrlah imbalan berrlrurrlpa 

hurrlkurrlman serrlhingga merrlrerka takurrlt urrlnturrlk berrlrburrlat perrlrburrlatan pidana 

terrlrserrlburrlt. 

Serrldangkan terrlori turrljurrlan yang lerrlbih moderrlrn derrlngan terrlori 

perrlncerrlgahan yang khurrlsurrls. Merrlnurrlrurrlt Frans von Liszt, van Hamerrll, dan 

D. Simons berrlperrlndapat: 

Bahwa urrlnturrlk merrlnjamin kerrlterrlrtiban, nerrlgara merrlnerrlnturrlkan 

berrlrbagai perrlraturrlran yang merrlngandurrlng larangan dan kerrlharurrlsan 

perrlraturrlran dimaksurrldkan urrlnturrlk merrlngaturrlr hurrlburrlngan antar 

individurrl di dalam masyarakat, merrlmbatasi hak perrlrserrlorangan 

agar merrlrerrlka dapat hidurrlp aman dan terrlnterrlram. U rrlnturrlk iturrl nerrlgara 

merrlnjamin agar perrlraturrlran–praturrlran serrlnantiasa dipaturrlhi 

masyarakat derrlngan merrlmberrlri hurrlkurrlman bagi perrllanggar.52 

 

Jadi dalam terrlori turrljurrlan yang lerrlbih moderrlrn merrlmilki artian  

bahwa perrlmidanaan merrlmerrlbrikan errlferrlk jerrlra  kerrlpada si  perrllakurrl agar  
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tidak berrlrburrlat tindak pidana lagi. 

c) Terrlori Gaburrlngan 

Terrlori gaburrlngan ini lahir serrlbagai jalan kerrllurrlar dari terrlori absolurrlt 

dan terrlori rerrllatif yang berrllurrlm dapat merrlmberrlri hasil yang merrlmurrlaskan. 

Aliran ini didasarkan pada turrljurrlan perrlmbalasan dan merrlmperrlrtahankan 

kerrlterrlrtiban masyarakat serrlcara terrlrpadurrl.53 Artinya perrlnjaturrlhan pidana 

berrlralasan pada durrla alasan yaiturrl serrlbagai surrlaturrl perrlmbalasan dan serrlbagai 

kerrlterrlrtiban bagi masyarakat. 

Adapurrln terrlori gaburrlngan ini dapat dibagi merrlnjadi durrla, yaiturrl: 

1) Terrlori gaburrlngan yang merrlngurrltamakan perrlmbalasan, terrltapi 

perrlmbalasan iturrl tidak bolerrlh merrllampaurrli batas dari apa yang perrlrlurrl 

dan  currlkurrlp  urrlnturrlk  dapat  diperrlrtahankan  tata  terrlrtib  masyarakat. 

2) Terrlori gaburrlngan yang merrlngurrltamakan perrlrlindurrlngan tata terrlrtib 

masyrakat, terrltapi perrlnderrlritaan atas dijaturrlhinya pidana tidak bolerrlh 

lerrlbih berrlrat dari perrlrburrlatan yang dilakurrlkan terrlrpidana.54 

Terrlori gaburrlngan yang merrlnitik berrlratkan pada perrlmbalasan ini 

didurrlkurrlng olerrlh Zerrlverrlnberrlrgerrln yang berrlperrlndapat bahwa: 

makna serrltiap pidana adalah surrlaturrl  perrlmbalasan,  terrltapi  

merrlmpurrlnyai maksurrld merrllindurrlngi tata terrlrtib hu rrlkurrlm, serrlbab pidana 

iturrl  adalah merrlngerrlmbalikan dan merrlmperrlrtahankan kerrltaatan  pada  

hurrlkurrlm  dan perrlmerrlrintah.  Olerrlh  serrlbab  iturrl   pidana  barur rl dijaturrlhkan  

jika  merrlmang  tidak  ada  jalan  lain urrlnturrlk  merrlmperrlrtahankan  tata 

terrlrtib hurrlku rrlm iturrl.55 
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Jadi merrlnitik berrlratkan pada perrlmbalasan iturrl artinya merrlmberrlrikan 

hurrlkurrlman atau rrl perrlmbalasan kerrlpada perrlnjahat derrlngan turrljurrlan urrlnturrlk 

merrlnjaga tata terrlrtib hurrlkurrlm agar masyarakat ataurrlpurrln kerrlperrlntingan 

urrlmurrlmnya dapat terrlrlindurrlngi dan terrlrjamin dari tindak pidana  

kerrljahatan. 

Terrlori gaburrlngan yang merrlngurrltamakan perrlrlindurrlngan tata terrlrtib 

hurrlkurrlm didurrlkurrlng antara lain olerrlh Simons dan Vos. Merrlnurrlrurrlt Simons, 

dasar primerrlr pidana yaiturrl perrlncerrlgahan urrlmurrlm dan dasar serrlkurrlnderrlrnya 

yaiturrl perrlncerrlgahan khurrlsurrls. Dalam artian pidana primerrlr ialah berrlrturrljurrlan 

pada perrlncerrlgahan urrlmurrlm yang terrlrlerrltak pada ancaman pidananya dalam 

urrlndang–urrlndang, apabila hal ini tidak currlkurrlp kurrlat ataurrl tidak errlferrlktif 

dalam hal perrlncerrlgahan urrlmurrlm, maka barurrllah diadakan perrlncerrlgahan 

khurrlsurrls yang berrlrturrljurrlan urrlnturrlk merrlnakurrlt–nakurrlti, merrlmperrlrbaiki dan 

merrlmburrlat tidak berrlrdayanya perrlnjahat. Dalam hal ini harurrls diingat 

bahwa pidana yang dijaturrlhkan harurrls serrlsurrlai derrlngan urrlndang–urrlndang 

ataurrl berrlrdasarkan hurrlkurrlm dari masyarakat.56 

Serrldangkan merrlnurrlrurrlt Vos berrlrperrlndapat bahwa daya merrlnakurrlt– 

nakurrlti dari pidana terrlrlerrltak pada perrlncerrlgahan urrlmurrlm yaiturrl tidak hanya 

pada ancaman pidananya terrltapi jurrlga pada perrlnjaturrlhan pidana serrlcara 

kongkrit olerrlh hakim. Perrlncerrlgahan khurrlsurrls yang berrlrurrlpa perrlmerrlnjaraan 

masih diperrlrtanyakan errlferrkltifitasnya urrlnturrlk merrlnakurrlt–nakurrlti, karerrlna 

serrlserrlorang yang perrlrnah dipidana perrlnjara tidak lagi takurrlt masurrlk 
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perrlnjara, serrldangkan bagi serrlserrlorang yang tidak diperrlnjara ia takurrlt urrlnturrlk 

masurrlk perrlnjara.57 

Jadi terrlori gaburrlngan yang merrlngurrltamakan perrlrlindurrlngan dan tata 

terrlrtib hurrlkurrlm ini dalam artian merrlmberrlrikan kerrladilan bagi para korban 

kerrljahatan derrlmi merrllindurrlngi hak hak merrlrerrlka, dan urrlnturrlk perrllaku rrl 

kerrljahatan serrlndiri berrlrturrljurrlan merrlmberrlrikan errlferrlk jerrlra agar tidak 

merrlngurrllangi perrlrburrlatan kerrljahatannya kerrlmbali. Perrllaksanaan 

perrlmidanaan diserrllerrlnggarakan di Indonerrlsia derrlngan sisterrlm 

perrlmasyarakatan yang pada hakerrlkatnya adalah merrlrurrlpakan proserrls 

interrlraksi urrlnturrlk merrlrurrlbah sisterrlm nilai narapidana urrlnturrlk berrlradaptasi 

derrlngan nilai-nilai yang berrlrlakurrl di masyarakat merrllalurrli proserrls asimilasi 

dan rerrlinterrlgrasi sosial warga binaan perrlmasyarakatan, jurrlga berrlrturrljurrlan 

urrlnturrlk merrllindu rrlngi masyarakat terrlrhadap kerrlmurrlngkinan di urrllanginya 

lagi tindak pidana olerrlh Narapidana serrlrta merrlrurrlpakan perrlnerrlrapan dan 

bagian yang tak terrlrpisahkan dari nilai-nilai yang terrlrkandurrlng dalam 

Pancasila. 

Terrlori turrljurrlan perrlmidanaan ini perrlnerrlliti terrlrapkan serrlbagai applierrld 

therrlory pada perrlnerrllitian ini dalam merrlnjerrllaskan dimerrlnsi praktik yang 

murrlncurrll pada perrlnerrllitian diserrlrtasi ini urrlnturrlk merrlnggali lerrlbih dalam 

terrlrkait perrllaksanaan perrlmidanaan yang diserrllerrlggarakan olerrlh Lerrlmbaga 

Perrlmasyarakatan, serrlbagaimana terrllah dijerrllaskan bahwa siste rrlm 

perrlmasyarakatan di Indonerrlsia serrlbagai serrlburrlah sisterrlm perrlrlakurrlan 
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terrlrhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang dilaksanakan 

merrllalurrli furrlngsi Perrlmasyarakatan derrlngan merrlnjurrlnjurrlng tinggi 

perrlnghormatan, perrllindurrlngan, dan perrlmerrlnurrlhan hak asasi manurrlsia. Derrlngan 

terrlori ini perrlnerrlliti dapat merrlnganalisa bagaimana prakterrlk-prakterrlk 

perrlmidanaan yang diserrllerrlnggarakan olerrlh Lerrlmbaga Perrlmasyarakatan, 

apakah cerrlnderrlrurrlng berrlrsifat perrlmbalasan, perrlncerrlgahan, ataurrl gaburrlngan dari 

kerrldurrlanya. Serrlperrlrti halnya derrlngan durrla terrlori di atas, perrlnerrlliti 

merrlnerrlrapkan terrlori ini serrlbagai perrlna analisa dari perrlmbahasan dalam 

perrlnerrllitian diserrlrtasi ini. 

 

G. Orisinalitas Penelitian 

Perrlrlurrl dijerrllaskan bahwa perrlnerrllitian ini merrlrurrlpakan perrlnerrllitian yang 

serrlperrlnurrlhnya merrlngandurrlng urrlnsurrlr kerrlbarurrlan. Perrlrnyataan ini dapat disampaikan 

merrlngingat bahwa perrlnerrllitian-perrlnerrllitian di bidang hurrlku rrlm perrlmerrlrintahan 

khurrlsurrlsnya yang berrlrkaitan derrlngan politik hurrlkurrlm perrlmasyarakatan yang 

serrllama ini terrllah terrlrpurrlblikasi berrllurrlm merrlnjerrllaskan serrlcara komprerrlherrlnsif dan 

sperrlsifik terrlntang perrlmbinaan terrlrhadap narapidana dalam perrlrsperrlktif Hak Asasi 

Manurrlsia. Serrllain iturrl, perrlnerrlliti jurrlga dapat merrlnyatakan bahwa perrlnerrllitian ini 

merrlrurrlpakan perrlnerrllitian yang serrlperrlnurrlhnya barur,rl karerrlna perrlnerrllitian  terrlrdahurrllu rrl 

yang merrlmiliki fokurrls terrlrhadap perrlrlakurrlan terrlrhadap narapidana  terrlrkait  hak-

hak narapidana namurrln derrlngan berrlrperrldoman pada U rrlndang-urrlndang 

perrlmasyarakatan yang lama (U rrlU rrl No. 12 Tahurrln 1995),  serrlmerrlntara saat  ini  

pada U rrlndang-urrlndang Perrlmasyarakatan yang barurrl terrlrdapat  serrljurrlmlah  

surrlbstansi ataurrl materrlri murrlatan yang diaturrlr  dalam U rrlndang-urrlndang terrlrserrlburrlt,    
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baik dari perrlngurrlatan posisi perrlmasyarakatan dalam sisterrlm perrlradilan pidana 

terrlrpadurrl, perrlrlurrlasan caku rrlpan dari turrljurrlan sisterrlm perrlmasyarakatan yang tidak 

hanya serrlkadar merrlningkatkan kurrlalitas narapidana dan anak binaan, tapi jurrlga 

merrlmberrlrikan jaminan perrlrlindurrlngan terrlrhadap hak Warga Binaan 

Perrlmasyarakatan. 

Gurrlna merrlmperrlrku rrlat perrlrnyataan di atas, maka perrlnerrlliti merrlmaparkan tiga 

perrlnerrllitian terrlrdahurrllurrl yang antara lain merrlmbahas terrlntang politik hurrlkurrlm 

perrlmasyarakatan di Indonerrlsia. Tiga perrlnerrllitian terrlrdahurrllu rrl terrlrserrlburrlt adalah 

serrlbagai berrlrikurrlt: 

 

1. Disertasi dengan judul Pemberian Remisi Dan Pembebasan 

Bersyarat Yang Berkeadilan Terhadap Narapidana Berdasarkan 

Undang-Undang Pemasyarakatan karya I. Basofi Usman 

Perrlnerrllitian ini berrlrturrljurrlan urrlnturrlk merrlnganalisis dan merrlngerrlvalurrlasi 

perrlrwurrljurrldan kerrladilan dalam perrlmberrlrian rerrlmisi dan  perrlmberrlbasan  

berrlrsyarat terrlrhadap narapidana tindak pidana korurrlpsi, perrlngaturrlran 

terrlrhadap perrlmberrlrian rerrlmisi dan perrlmberrlbasan berrlrsyarat terrlrhadap 

Narapidana tindak pidana korurrlpsi, dan merrlnerrlmurrlkan  Konserrlp  Iderrlal  

terrlrkait perrlmberrlrian rerrlmisi dan perrlmberrlbasan berrlrsyarat terrlrhadap narapidana 

tindak pidana koru rrlpsi. Perrlmberrlda antara perrlnerrllitian terrlrdahurrllurrl ini derrlngan 

perrlnerrllitian diserrlrtasi ini adalah pada turrljurrlan dari perrlnerrllitian yang mana 

perrlnerrllitian terrlrdahu rrllurrl lerrlbih sperrlsifik kerrlpada perrlmberrlrian rerrlmisi dan 

perrlmberrlbasan berrlrsyarat terrlrhadap narapidana tindak pidana korurrlpsi, 

serrldangkan perrlnerrllitian diserrlrtasi ini merrlmbahas merrlngerrlnai kerrlrangka 
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kerrlbijakan yang lerrlbih urrlmurrlm terrlrkait politik hurrlkurrlm sisterrlm  

perrlmasyarakatan di Indonerrlsia terrlrkait perrlngaturrlran dalam perrlmbinaan 

narapidana. 

 

2. Disertasi dengan judul Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana 

Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai 

Keadilan karya Alwan Hadiyanto 

Perrlnerrllitian ini berrlrturrljurrlan urrlnturrlk merrlngerrltahurrli dan merrlnganalisa 

perrllaksanaan moderrll perrlmbinaan narapidana narkotika di Lerrlmbaga 

Perrlmasyarakatan Indonerrlsia saat ini, merrlnerrlmurrlkan berrlnturrlk moderrll 

perrlmbinaan narapidana narkotika di Lerrlmbaga Perrlmasyarakatan Indonerrlsia 

saat ini yang berrlrbasis nilai kerrladilan, dan merrlrerrlkonstrurrlksi moderrll 

perrlmbinaan narapidana narkotika di Lerrlmbaga Perrlmasyarakatan yang 

berrlrbasis nilai kerrladilan. Perrlmberrlda antara perrlnerrllitian terrlrdahurrllurrl ini derrlngan 

perrlnerrllitian diserrlrtasi ini adalah pada objerrlk dari perrlnerrllitian yang mana 

perrlnerrllitian terrlrdahurrllurrl lerrlbih sperrlsifik kerrlpada moderrll perrlmbinaan bagi 

narapidana narkotika, serrldangkan pada perrlnerrllitian diserrlrtasi ini objerrlk 

perrlnerrllitian adalah narapidana serrlcara urrlmurrlm yang berrlrkaitan  derrlngan  

politik hurrlkurrlm sisterrlm perrlmasyarakatan di Indonerrlsia terrlrkait perrlngaturrlran 

dalam perrlmbinaan narapidana serrlcara urrlmurrlm. 

 

3. Disertasi dengan judul Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai 

Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 

(Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia) karya A. Marwan 

Eryansyah 
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Perrlnerrllitian ini berrlrturrljurrlan urrlnturrlk merrlngerrltahurrli hakikat sisterrlm 

perrlmasyarakatan dalam urrlpaya perrlmurrllihan warga binaan perrlmasyarakatan, 

perrllaksanaan perrlran dan furrlngsi Perrlmasyarakatan dalam sisterrlm perrlradilan 

pidana terrlrpadurrl, dan sisterrlm Perrlmasyarakatan yang iderrlal dalam 

merrlnjalankan proserrls perrlnerrlgakan hurrlkurrlm. Perrlmberrlda antara perrlnerrllitian 

terrlrdahurrllurrl ini derrlngan perrlnerrllitian diserrlrtasi ini adalah pada turrljurrlan dari 

perrlnerrllitian yang mana perrlnerrllitian terrlrdahurrllurrl lerrlbih berrlrfokurrls kerrlpada urrlpaya 

perrlmurrllihan terrlrhadap Warga Binaan derrlngan sisterrlm Perrlmasyarakatan, 

serrldangkan perrlnerrllitian diserrlrtasi ini lerrlbih berrlrfokurrls pada kerrlrangka 

kerrlbijakan terrlrkait politik hurrlkurrlm sisterrlm perrlmasyarakatan yang iderrlal di 

Indonerrlsia terrlrkait perrlngaturrlran dalam perrlmbinaan narapidana. 

 

H. Metode Penelitian 

Perrlnerrllitian dalam berrlnturrlk diserrlrtasi yang dilakurrlkan olerrlh perrlnerrlliti ini 

terrlrdiri dari berrlberrlrapa komponerrln perrlnerrllitian serrlbagai berrlrikurrlt: 

1. Tiperrl Perrlnerrllitian 
 

Tiperrl dalam perrlnerrllitian yang perrlnerrlliti terrlrapkan dalam perrlnerrllitian ini 

adalah berrlrsifat yurrlridis normatif. Perrlnerrllitian ini berrlrfoku rrls urrlnturrlk merrlngkaji 

perrlnerrlrapan kaidah-kaidah ataurrl norma dalam hal yang berrlrsifat terrloritis, 

asas, konserrlpsi, doktrin hurrlkurrlm dan isi kaidah hurrlkurrlm positif. Bahderrlr 

Johan Nasurrltion merrlnyatakan bahwa “Perrlnerrllitian ini jurrlga dilakurrlkan 

merrllalurrli  perrlngkajian  terrlrhadap asas-asas  hurrlkurrlm,  sisterrlmatika  hurrlkurrlm,  
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sinkronisasi hurrlkurrlm, perrlrbandingan hurrlkurrlm, serrljarah hurrlkurrlm”.58 Perrlnerrllitian 

ini diturrljurrlkan gurrlna merrlndapatkan surrlbstansi hurrlkurrlm yang berrlrhurrlburrlngan 

derrlngan rurrlang lingkurrlp perrlnerrllitian ini yang terrlrdiri dari  perrlnerrlrapan politik 

hurrlkurrlm sisterrlm perrlmasyarakatan, perrlngaturrlran kerrlbijakan dalam perrlmbinaan 

narapidana yang kerrlmurrldian ditinjaurrl dari perrlrsperrlktif kerrladilan. Olerrlh karerrlna 

iturrl, perrlnerrlliti merrlmilih tiperrl perrlnerrllitian yurrlridis normatif terrlrhadap politik 

hurrlkurrlm sisterrlm perrlmasyarakatan yang surrldah ada merrllalurrli perrlraturrlran yang 

berrlrlakurrl bagi perrlnyerrllerrlnggara sisterrlm perrlmasyarakatan di serrllurrlrurrlh U rrlnit 

Perrllaksana Terrlknis (U rrlPT) Perrlmasyarakatan di Indonerrlsia, yang ditinjaurrl dari 

perrlrsperrlktif kerrladilan. 

2. Perrlnderrlkatan yang digurrlnakan 

 

Berrlrikurrlt adalah berrlberrlrapa perrlnderrlkatan yang akan perrlnerrlliti terrlrapkan 

dalam perrlnerrllitian diserrlrtasi ini: 

a. Perrlnderrlkatan konserrlpturrlal (concerrlpturrlal approach) dalam perrlnerrllitian ini 

dilakurrlkan derrlngan merrlngurrlmpurrllkan berrlrbagai perrlndapat para ahli 

hurrlkurrlm, baik yang berrlrberrlnturrlk terrlori hurrlkurrlm, perrlngerrlrtian berrlragam 

terrlrminologi hurrlkurrlm, dan asas hurrlkurrlm yang berrlrkaitan derrlngan rurrlmurrlsan 

masalah dari perrlnerrllitian ini.59 

b. Perrlnderrlkatan perrlrurrlndang-urrlndangan (staturrlterrl approach) dilakurrlkan 

derrlngan merrllakurrlkan perrlnerrllurrlsurrlran terrlrhadap urrlndang-urrlndang yang 

berrlrkaitan derrlngan isurrl hurrlkurrlm yang terrllah dirurrlmu rrlskan. Serrllain iturrl, 

 
58
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandar Maju, Bandung, 2008, 

Halaman86. 
59
Amiruddin dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Depok, 2018, Halaman 166-167. 
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perrlnderrlkatan ini jurrlga dilakurrlkan derrlngan merrlnerrllaah serrlmurrla perrlraturrlran 

perrlrurrlndang-urrlndangan di bawah urrlndang-urrlndang yang berrlrkaitan 

derrlngan isurrl hurrlkurrlm yang terrllah dirurrlmurrlskan.60 

c. Perrlnderrlkatan serrljarah hurrlkurrlm yaiturrl perrlnderrlkatan yang  dilakurrlkan  

derrlngan merrllaku rrlkan perrlnerrllurrlsurrlran terrlrhadap serrljarah ataurrl hal-hal yang 

merrllatarberrllakangi terrlrberrlnturrlknya dan diterrlrapkanya surrlaturrl kaidah 

hurrlkurrlm yang berrlrkaitan derrlngan isurrl hurrlkurrlm yang di bahas di dalam 

perrlnerrllitian ini.61 Problerm permasyarakatan serlalur mernjadi suratu r 

perrsoalan yang derngan adanya sergala bernturk perrmasalahan yang 

harurs ditangani di dalam lapas dan rurtan berberrapa tahurn terrakhir ini 

lapas mernjadi sorotan purblik sermernjak adanya rerformasi birokrasi 

pada kermernterrian hurkurm dan HAM seriring ditermu rkan perrmasalahan 

dalam lapas terrlerbih lagi ada berberrapa kerjadian yang mernyerbabkan 

kaburrnya berberrapa narapidana terrjadinya pernermbakan yang 

mernyerbabkan terwasnya berberrapa napi ditermurkannya perrerdaran 

narkotika dan Handphoner di lapas serhingga merngindikasikan 

adanya perrmasalahan tata kerlola manajermern yang burrurk dan masih 

adanya purngu rtan liar yang dilakurkan olerh oknurm yang tidak 

berrtanggurng jawab berberrapa perrmasalahan terrserburt terrjadi karerna 

jurmlah   narapidana   dalam   satur  lapas  Overrcrowding  di lapas  dan 

rurtan terrserburt urkurrannya perngawasan dan manajermern yang burrurk 

 
60
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, Halaman 93. 

61
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op. Cit, Halaman 166-167. 
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dan surmberr daya manursia yang sangat kurrang.62Terrbernturknya Lapas 

high risk didorong olerh berberrapa faktor yang berrkaitan derngan 

kerburturhan urnturk merngerlola narapidana yang dianggap sangat 

berrbahaya dan mermiliki risiko tinggi. Lapas high risk ataur risiko 

tinggi tidak akan mermanjakan narapidana. Tu rjuran urtama dari 

diburatnya lapas terrserburt tak lain urnturk merncergah perrerdaran narkoba 

dan pernyerbaran iderologi radikal olerh terroris di dalam lapas. 

Narapidana yang dianggap sangat berrbahaya, serperrti terroris, perlaku r 

kerjahatan terrorganisir, ataur perngerdar narkoba skala bersar, 

ditermpatkan di lapas derngan keramanan tinggi u rnturk merngurrangi 

kermurngkinan merrerka merlanjurtkan aktivitas kriminal dari dalam 

pernjara. Merningkatnya ancaman dari kerlompok-kerlompok terroris, 

kerjahatan terrorganisir, dan sindikat narkoba merndorong perrlurnya 

fasilitas pernahanan derngan keramanan tinggi. Narapidana yang 

terrkait derngan ancaman ini mermburturhkan perngawasan erkstra urnturk 

merncergah merrerka merlanjurtkan kergiatan kriminal dari dalam 

pernjara. Kasurs-kasurs perlarian narapidana yang merlibatkan perlaku r 

kriminal kerlas kakap, terrurtama merrerka yang mermiliki surmberr daya 

ataur jaringan di lurar pernjara, mernurnjurkkan perrlurnya sisterm 

pernahanan yang lerbih kertat. Lapas high risk dirancang urnturk 

merminimalkan risiko perlarian ini merlaluri perngamanan yang lerbih 

canggih. Permerrintah berrurpaya mermperrkurat sisterm permasyarakatan 

 
62Ibid., halaman 4 
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urnturk mermastikan bahwa narapidana yang sangat berrbahaya tidak 

hanya dihurkurm, tertapi jurga dikerndalikan derngan baik serlama masa 

tahanan merrerka. Ini terrmasurk implermerntasi terknologi keramanan 

yang lerbih majur dan proserdurr operrasional yang lerbih kertat. 

d. Perrlnderrlkatan perrlrbandingan yaiturrl perrlnderrlkatan yang dilakurrlkan derrlngan 

merrlncari perrlrberrldaan dan perrlrsamaan dari surrlaturrl kaidah hurrlkurrlm yang 

berrlrlakurrl nerrlgara lain vis-à-vis kaidah hurrlkurrlm yang berrlrlakurrl di dalam 

surrlaturrl nerrlgara. Hasil dari perrlnderrlkatan ini akan diinterrlrnalisasi kerrl dalam 

sisterrlm hurrlkurrlm yang akan merrlrerrlflerrlksikan hasil perrlrbandingan 

terrlrserrlburrlt.63 

e. Perrlnderrlkatan kasurrls (caserrl approach) yaiturrl perrlnderrlkatan yang dilakurrlkan 

derrlngan turrljurrlan urrlnturrlk merrlmperrllajari perrlnerrlrapan norma-norma atau rrl 

kaidah hurrlkurrlm yang dilakurrlkan dalam praktik hurrlku rrlm. Dalam hal ini 

perrlnderrlkatan kasurrls dilakurrlkan derrlngan merrlnerrllaah ataurrl merrlnganalisa 

kasurrls-kasurrls yang perrlnyerrllerrlsaiannya berrlrhurrlburrlngan derrlngan perrlnerrllitian 

ini.  

3. Surrlmberrlr Bahan Hurrlkurrlm 

 

 Surrlmberrlr bahan hurrlkurrlm yang digurrlnakan urrlnturrlk merrlnganalisis pokok 

perrlrmasalahan didalam perrlnurrllisan diserrlrtasi ini terrlrdiri dari: 

1) Bahan hurrlkurrlm primerrlr yaiturrl bahan-bahan hurrlkurrlm  yang  merrlngikat  atau rrl 

kaidah hurrlkurrlm positif. Adapurrln bahan hurrlkurrlm primerrlr yang digurrlnakan 

dalam perrlnerrllitian ini yaiturrl  perrlraturrlran  perrlrurrlndang-u rrlndangan berrlrkaitan 

 
63
Loc. Cit. 
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derrlngan rurrlmurrlsan masalah dari perrlnerrllitian ini. 

Adapurrln kaidah hurrlkurrlm yang perrlnerrlliti maksurrld yaitu rrl serrlbagai berrlrikurrlt: 

a) U rrlndang-U rrlndang Dasar Nerrlgara Rerrlpurrlblik Indonerrlsia Tahurrln 1945; 

b) U rrlndang-U rrlndang Rerrlpurrlblik Indonerrlsia Nomor 22 Tahurrln 2022 

terrlntang Perrlmasyarakatan; 

c) U rrlndang-U rrlndang Rerrlpurrlblik Indonerrlsia Nomor 12 Tahurrln 1995 

terrlntang Perrlmasyarakatan; 

d) U rrlndang-U rrlndang Nomor 39 Tahurrln 1999 terrlntang Hak Asasi 

Manurrlsia; 

e) Perrlraturrlran Perrlmerrlrintah Rerrlpurrlblik Indonerrlsia Nomor 31 tahurrln 1999 

terrlntang Perrlmbinaan dan Bimbingan Warga Binaan Perrlmasyarakatan; 

f) Perrlraturrlran Merrlnterrlri Hurrlkurrlm dan HAM RI Nomor 35 Tahurrln 2018 

Terrlntang Rerrlvitalisasi Perrlnyerrllerrlnggaraan Perrlmasyarakatan; 

g) Perrlraturrlran perrlrurrlndang-urrlndangan lainnya yang berrlrkaitan derrlngan 

rurrlmurrlsan masalah yang dianalisa dan dijawab merrllalurrli perrlnerrllitian  

2) Bahan hurrlkurrlm serrlkurrlnderrlr yang merrlrurrlpakan bahan hurrlkurrlm yang 

merrlmberrlrikan perrlnjerrllasan terrlrhadap bahan hurrlkurrlm primerrlr. Adapurrln 

berrlnturrlk dari bahan hurrlkurrlm ini yaiturrl karya ilmiah dari perrlnerrlliti 

serrlberrllurrlmnya yang berrlrhurrlburrlngan langsurrlng derrlngan jurrldurrll perrlnerrllitian ini, 

burrlkurrl-burrlkurrl, jurrlrnal-jurrlrnal dan dokurrlmerrln-dokurrlmerrln yang merrlngurrllas 

terrlntang perrlrmasalahan yang dirurrlmurrlskan di dalam perrlnerrllitian ini. 

3) Bahan hurrlkurrlm terrlrsierrlr, yakni bahan berrlrurrlpa perrlnjerrllasan yang 
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merrlnyerrldiakan perrlturrlnjurrlk maurrlpurrln perrlnjerrllasan terrlrhadap bahan hurrlkurrlm 

primerrlr dan bahan hurrlkurrlm serrlkurrlnderrlr. Adapurrln contoh dari  bahan  

hurrlkurrlm  ini yaitu rrl kamurrls dan errlnsikloperrldia. 

4. Analisis Bahan Hurrlkurrlm 

 

 Analisis terrlrhadap bahan hurrlkurrlm yang digu rrlnakan di dalam 

perrlnerrllitian ini perrlnerrlliti lakurrlkan derrlngan cara: 

a. Merrlnginverrlntarisasi perrlraturrlran perrlrurrlndang-urrlndangan yang berrlrkaitan 

derrlngan isurrl hurrlkurrlm yang dibahas; 

b. Sisterrlmatisasi perrlraturrlran perrlrurrlndang-urrlndangan yang berrlrhurrlburrlngan 

derrlngan perrlrmasalahan yang diterrlliti; 

c. Interrlrprerrltasi bahan-bahan hurrlkurrlm yang berrlrhu rrlburrlngan derrlngan 

perrlrmasalahan perrlnerrllitian politik hurrlkurrlm sisterrlm perrlmasyarakatan 

dalam perrlrsperrlktif kerrladilan di indonerrlsia. 

I. Sistematika Penulisan 

Gurrlna merrlmberrlrikan perrlmahaman terrlrhadap isi dari diserrlrtasi ini, maka 

perrlnerrlliti merrlngurrlraikan serrlcara urrlmurrlm sisterrlmatika perrlnerrllitian diserrlrtasi ini merrllalu rrli 

garis berrlsar serrlbagai berrlrikurrlt: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merrlrurrlpakan proposal di dalam perrlnerrllitian ini yang 

terrlrdiri dan latar berrllakang masalah, perrlrurrlmurrlsan masalah, 

turrljurrlan  perrlnerrllitian  manfaat  perrlnerrllitian, kerrlrangka  konserrlpturrlal, 
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landasan terrloritis, merrltoderrl perrlnerrllitian, orisinalitas ataurrl kerrlaslian 

perrlnerrllitian, dan sisterrlmatika perrlnerrllitian diserrlrtasi ini. 

BAB II KONSEP DAN TEORI POLITIK HUKUM 

PEMBINAAN NARAPIDANA PADA SISTEM 

PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DALAM 

PERSPEKTIF KEADILAN 

Bab ini merrlnjerrllaskan serrlcara lerrlbih rinci merrlngerrlnai konserrlp dan 

terrlori terrlntang kerrladilan, kerrlwerrlnangan, dan tu rrjurran perrmbinaan  

dalam sisterrlm perrlmasyarakatan. 

BAB III PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM 

SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA 

Perrlmbahasan pada bab ini merrlnyerrldiakan analisa hurrlkurrlm dan 

jawaban terrlrhadap rurrlmurrlsan masalah perrlrtama dari perrlnerrllitian 

ini. Pada bab ini, perrlnerrlliti akan merrlnjerrllaskan terrlrlerrlbih dahurrllurrl 

merrlngerrlnai perrngaturrran perrmbinaan. Kerrlmurrldian perrlnerrlliti akan 

merrlnjerrllaskan merrlngerrlnai perrngaturrran sisterrlm perrlmasyarakatan di 

indonerrlsia. 

BAB IV KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM 

SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA 

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP 

NARAPIDANA  

Perrlmbahasan di dalam bab ini merrlrurrlpakan analisa serrlkaligurrls 

jawaban bagi rurrlmurrlsan masalah kerrl-2 (durrla) dari perrlnerrllitian ini. 
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Pada bab ini, perrlnerrlliti akan merrllakurrlkan perrlaksanaan 

perrmbinaan narapidana pada sisterrm perrmasyarakatan, 

kerrwerrnangan perrturrgas perrmasyarakatan  dalam perrmbinaan 

narapidana rerrsiko tinggi, perrrwurrjurrdan kerradilan dalam rerrgurrlasi 

perrnyerrlanggaraan perrmasyarakatan terrrkait perrlaksanaan hak-

hak narapidana serrrta perrlrbandingan antara perrlngaturrlran 

kerrlbijakan terrlrkait perrlmbinaan narapidana dalam politik hurrlkurrlm 

perrlmasyarakatan di indonerrlsia derrlngan praktik perrlngaturrlran 

kerrlbijakan terrlrkait perrlmbinaan narapidana di nerrlgara-nerrlgara 

lain. 

BAB V FORMULASI KEDEPAN PEMBINAAN 

NARAPIDANA PADA SISTELM PELMASYARAKATAN 

DI INDONESIA YANG BERKEADILAN  

Perrlmbahasan pada bab ini merrlngandurrlng analisa dan jawaban 

terrlrhadap rurrlmurrlsan masalah kerrltiga dari perrlnerrllitian ini. Dalam 

perrlmbahasan ini, perrlnerrlliti akan merrlnjerrllaskan gagasan kerrlbarurrlan 

perrlnerrlliti berrlrurrlpa harurrls diaturrlrnya kerrlbijakan terrlrkait perrlmbinaan 

narapidana dalam sisterrlm perrlmasyarakatan di indonerrlsia derrlngan 

merrlngurrlbah kerrlterrlnturrlan kerrlbijakan sisterrlm perrlmasyarakatan yang 

serrldang berrlrlakurrl. Serrllain iturrl, perrlnerrlliti jurrlga akan merrlngurrlraikan 

alasan merrlngapa perrlngaturrlran terrlrkait perrlmbinaan narapidana 

yang ada dalam sisterrlm perrlmasyarakatan saat ini harurrls diurrlbah. 
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BAB VI PENUTUP 

Bagian dari perrlnerrllitian ini terrlrdiri dari kerrlsimpurrllan dan saran. 

Kerrlsimpurrllan merrlrurrlpakan jawaban perrlnerrlliti terrlrhadap 

perrlrmasalahan hurrlkurrlm yang terrllah dirurrlmurrlskan Serrldangkan, 

saran merrlrurrlpakan urrlraian yang disajikan di dalam berrlnturrlk 

urrlsurrllan ataurrl tanggapan (komerrlntar) bagi perrlnerrlliti lain urrlnturrlk 

merrllakurrlkan perrlnerrllitian lerrlbih lanjurrlt. Olerrlh karerrlna iturrl, bagian ini 

merrlrurrlpakan bagian yang lerrlbih merrlngarah kerrlpada perrlrbaikan di 

masa yang akan datang.  


